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PENGANTAR 

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Puji dan syukur “Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin” selalu dipersembahkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, hidayah, 
taufiq serta keberkahan-Nya. Shalawat dan salam “Allahumma shalli ‘alaa 
Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad” senantiasa tersanjungkan 
kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. 

Penulisan buku ini berawal dari kegelisahan bahwa masih banyak jemaah 
haji sepulang ibadah haji dari Tanah Suci yang tinggal diam menekuni ibadah 
ritualnya saja secara individu, kurang peduli dan kurang berperan aktif di 
tengah-tengah masyarakat. Disisi lain masih banyak pengurus IPHI yang 
belum mengetahui akan tugas dan kewenangannya sebagai pengurus IPHI. 
Buku ini hadir untuk memperkenalkan dan mengajak para jemaah haji agar 
bergabung menjadi anggota organisasi IPHI sebagai wadah  persaudaraan,  
berperan aktif dalam  perjuangan dan pengabdiannya terhadap agama, 
bangsa dan negara dalam rangka menjaga dan melestarikan kemabruran haji. 
Sedangkan bagi pengurus IPHI setidaknya memperoleh gambaran tentang 
bagaimana mengelola organisasi IPHI terutama bagi yang baru masuk 
menjadi Pengurus, sehingga akan terarah dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya sesuai yang digariskan dalam Anggaran Dasar dan Rumah 
Tangga IPHI untuk mewujudkan Visi, Misi dan program-programnya di 
tengah-tengah masyarakat. 

Buku ini diberi judul “Merajut Ukhuwah, Menjaga dan Melestarikan 
Kemabruran Haji bersama IPHI Sleman”, yang berisi tentang Pendahuluan; 
Sekilas sejarah IPHI; Profil IPHI Daerah Kabupaten Sleman; Fungsi, Tugas 
dan Wewenang Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting IPHI Se Kabupaten 
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Sleman; Struktur Kepengurusan,  Uraian Tugas dan Wewenang Pengurus 
Daerah, Cabang dan Ranting IPHI Se Kabupaten Sleman, Kesekretariatan 
Organisasi IPHI Daerah, Cabang dan Ranting IPHI Se Kabupaten Sleman, 
Kode Etik dan Tata Tertib Bermedia Sosial Pengurus Daerah, Cabang dan 
Ranting IPHI Se Kabupaten Sleman; diakhiri dengan Penutup. 

Penulisan buku  ini dirasa masih banyak kekurangan karena keterbatasan 
kemampuan penyusun dalam menggali sumber referensi yang ada, maka 
masukan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini sangat 
diharapkan. Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu terwujudnya buku  ini, semoga  bermanfaat dan semoga Allah 
SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada 
kita sekalian. 
Jazaakumullahu khaeran katsira. Aamiin. 
Wassalaamu ‘alaikum wr. wb.

		                                                       Sleman, 25 Januari 2021 M
	                                                                                 12 Jumadil Akhir 1441 H

		                                                               Penulis 
	
		
	                                                        Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I
                                                                   Ketua PD. IPHI Sleman
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PENGANTAR EDITOR

MENULIS ADALAH WARISAN TERDAHSYAT

Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag, MA, M.Pd.
Editor, Ketua Bagian Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan

IPHI Kab. Sleman 

Assalaamu’alaikum wr.wb.
Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita 

semua, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulillah 
Muhammad SAW., keluarga, shahabat dan pengikutnya yang setia. 

Saya sangat berbangga hati ketika penyusun, Drs. H. Noor Hamid, 
M.Pd.I menyapa untuk mengedit buku ini. Karena beliau termasuk orang 
yang peduli terhadap hal-hal kecil, termasuk berbagai peristiwa pelaksanaan 
haji, pernak-pernik persiapan haji, sampai pasca haji, kemudian dicatat dan 
dikembangkan menjadi sebuah karya yang bagus. Tentu hal ini merupakan 
kemanfaatan besar bagi penyusun, pembaca dan para haji dan hajjah yang 
selalu merindukan Masjid al-Haram.

Buku ini ternyata bukan sekedar pegangan bagi pengurus IPHI, tetapi 
juga bermanfaat bagi para haji dan hajjah yang menyukai bacaan seputar 
pemeliharaan kemabruran pasca haji, bahkan  masyarakat secara umum untuk 
mengetahui peran organisasi haji dalam menguatkan dan menjaga ukhuwwah 
‘ubudiyyah, ukhuwwah insaniyyah (basyariyyah), ukhuwwah wathaniyyah wa an-
nasab dan ukhuwwah fi din al-islam.

Terkait buku ini, saya sebagai editor, rasanya penting untuk 
menyampaikan beberapa hal terkait pembumian gerakan menulis bagi 
kita semua sebagai para haji dan hajjah. Karena menulis secara fiqhiyyah 
merupakan sebuah perintah agama yang memiliki kekuatan hukum tinggi, 
terutama bagi para pengurus IPHI.  

Jika ada yang bertanya sejak kapan manusia hidup? Maka jawabnya 
adalah sejak manusia mulai berani membaca dan menulis. Mengapa demikian, 
sebab membaca dan menulis adalah fitrah manusia. Tak tanggung-tanggung, 
wahyu Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, adalah 
memberi perintah membaca dan menulis. Di sana tertulis kalimat yang sangat 
jelas, yakni iqra’ (bacalah!) dan al-qalam (pena). Dua kalimat ini tak perlu 
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tafsir panjang lebar, sekali orang baca, sudah jelas maksudnya, bahwa Allah  
melalui Al-Quran, memerintahkan untuk membaca dan menulis. Membaca 
tentu tidaklah cukup, sebab begitu membaca, pemahaman yang didapatkan 
akan mudah hilang. Sebab itulah, Allah memberikan kata al-qalam dalam ayat 
ke 4 surat Al-Alaq, yang maknanya: Yang mengajar (manusia) dengan perantara 
qalam (pena). Artinya, jika ingin menjadi organisatoris yang kaafah (sempurna), 
setelah membaca dan berkegiatan di IPHI, maka harus dilanjutkan dengan 
berpikir dengan pena dan kertas, yaitu menuliskan pengalaman dan ilmu 
pengetahuan. Bahkan saking pentingnya tradisi menulis, ada nasehat, ikatlah 
ilmu dengan tulisan.

Menulis itu bekerja untuk mewariskan. Artinya bahwa tulisan adalah 
warisan yang dahsyat untuk anak-cucu kita ke depan, apapun bentuk karya 
tulisnya. Bisa kita bayangkan, andai kata Al-Quran itu tidak tertulis, tentunya 
kita akan kepayahan mempelajari ajaran-ajaran suci agama Islam. Jika para 
ulama-ulama shalih terdahulu (salafunassholihun) tidak menuliskan hadits, 
tentu kita tidak akan pernah tahu apa dan bagaimana kalimat-kalimat, 
akhlak dari Rasulullah SAW, bahkan tuntunan ibadah haji. Sejarah sudah 
memberi petunjuk bahwa dialog peradaban antara Islam dan peradaban 
lain terjadi, salah satunya, melalui karya tulis. Jadi, berdasarkan atas latar 
belakang di atas, menulis merupakan hal yang tak bisa kita pisahkan dalam 
pembentukan peradaban manusia. Kita mengelola organisasi IPHI Kab. 
Sleman, pada dasarnya adalah dalam rangka mengelola peradaban manusia. 
Subhaanallah. 

Maka, apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Noor Hamid, sebagai 
Ketua Umum IPHI Kab. Sleman dengan menerbitkan buku berjudul: Merajut 
Ukhuwah, Menjaga dan Melestarikan Kemabruran Haji bersama IPHI Sleman ini, 
patut untuk diapresiasi. Dengan demikian, menulis, baik secara langsung, 
terpaksa, maupun tidak langsung, yang telah diberikan kepada para 
pengurus IPHI Sleman ini, merupakan salah satu cara untuk mengalihkan 
energi kepada hal-hal yang kreatif. Dari sisi psikologis, menulis akhirnya 
menjadi cara terbaik untuk mengekspresikan segala perasaan, membongkar 
pengalaman selama perjalanan haji, mengangkat pikiran-pikiran terkait 
ibadah haji, secara positif dan produktif. 
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Akhirnya, experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang 
terbaik. Kita berharap dari yang kecil ini bisa menumbuhkan potensi yang 
belum tumbuh, minimal dan terutama bagi para pengurus IPHI Sleman pada 
pariode ini dan selanjutnya. 

Buku adalah sahabat, 
Membaca adalah aktivitas hebat, 
Menulis adalah warisan terdahsyat. 

Wassalaamu’alaikum wr.wb.

Sleman, Januari 2021
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KATA SAMBUTAN
KETUA PENGURUS WILAYAH IKATAN 

PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Drs.H.A.Hafidh Asrom, MM)

Assalamu’alaikum warahmaullahi wabarakatuh,
Saya menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku berjudul 

Merajut Ukhuwah,Menjaga dan Melestraikan Kemabruran Haji bersama IPHI 
Sleman, yang diinisiasi dan diterbitkan oleh PD IPHI Sleman. Tentu saja, 
penghargaan yang tinggi saya sematkan kepada Bapak Drs.H.Noor Hamid, 
M.Pd, selaku penyusun sekaligus Ketua PD IPHI Sleman. Begitu pula kepada 
pengurus PD IPHI Sleman periode 2020 -2025. 

Saya memandang, buku ini tidak saja penting bagi pengurus dan anggota 
PD IPHI Sleman. Akan tetapi, buahnya kelak akan dinikmati secara luas oleh 
para Jemaah haji dalam menjaga, merawat, dan memupuk kemabruran haji 
sampai di ujung kehidupan. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allah 
beri ganjaran surga.

Dalam konteks IPHI sebagai sebuah organisasi, buku ini adalah salah 
satu jembatan emas bagi pengurus dan anggota IPHI PD Sleman untuk 
menyamakan rasa, wawasan, visi, gerak, dan langkah dalam meraih tujuan 
yang telah digariskan. Hal ini jauh dari mengherankan, mengingat isi buku 
yang cukup lengkap dan rinci. Dari mulai sejarah, profil, fungsi dan tugas, 
struktur, kesekretariatan, bahkan sampai kode etik dan tata tertib bermedia 
sosial. Sejujurnya, dalam rentang panjang terlibat pada beragam organisasi, 
jarang sekali saya menemukan adanya sebuah buku yang dapat digunakan 
sebagai panduan dalam mengelola organisasi selengkap ini.

Akhirnya, saya berharap buku ini mampu menginspirasi dan memotivasi 
lahirnya buku-buku lainnya yang menunjang kemabruran saat berhaji 
maupun setalah berhaji. Baik yang terlahir dari rahim lembaga IPHI maupun 
ribuan anggota yang bernaung di dalamnya.
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Sekali lagi, selamat saya haturkan kepada Pengurus PD IPHI Sleman 
atas terbitnya buku ini. Juga, selamat membaca serta menikmati buku yang 
luar biasa ini.

Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq
Assalamu’alaikum warahmaullahi wabarakatuh,

                                                                   
                                                              Yogyakarta, Januari 2021
                                                               Ketua DPW IPHI DIY                                                                      

                                                                             

                                                                  Drs.H.A.Hafidh Asrom, MM
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BAGIAN SATU
PENDAHULUAN

MERAJUT UKHUWAH, MENJAGA  DAN 
MELESTARIKAN KEMABRURAN HAJI BERSAMA IPHI 

SLEMAN 

Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disingkat IPHI, yang 
oleh KH. Sagimin A Hasbi (salah satu Dewan Penasehat PD.IPHI Kabupaten 
Sleman)  menyebut dalam istilah arabnya dengan “Raabithatul Ukhuwwah 
Lil Hujjajil Indonisiyyin” (الاندونيسيينن للحجاج  الاخوة   Merupakan wadah .(رابطة 
berhimpunnya para jemaah haji Indonesia pasca ibadah haji, sebagai forum 
silaturrahim untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dari seluruh wilayah  
Indonesia  yang  bersifat  permanen  dan  terorganisasi,  dengan  visi,  misi  
dan program yang jelas, serta prinsip-prinsip keorganisasian dan 
kepemimpinan  yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai 
luhur budaya bangsa (PP IPHI 2010-2015:6).

Merajut Ukhuwah disini dapat dimaknai bersambung kembali 
persaudaraan atau merekatkan persaudaraan. Kata ukhuwah (ukhuwwah), 
yang biasa diartikan sebagai “persaudaraan” terambil dari akar kata yang 
pada mulanya berarti memperhatikan. Makna tersebut memberi kesan 
bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang 
merasa bersaudara. Secara majazi kata ukhuwah (persaudaraan) mencakup 
persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan persamaan. 
Dalam kamus-kamus bahasa Arab ditemukan bahwa kata “akhun” yang 
membentuk kata ukhuwah digunakan juga dengan arti teman akrab atau 
sahabat (M. Qurais shihab, 1996:486).  Kata “akhun” berarti dua orang yang 
kelahirannya sama dari dua sisi; ayah ataupun ibu, atau salah satu diantara 
keduanya, atau karena penyusuan. Kadang kata ini juga dipergunakan bagi 
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dua orang yang sama ras, agama, karakter, pergaulan atau dalam kecintaan 
dan lain sebagainya (Musthafa Al-Qudhat, 1994:12).  

Lebih lanjut M.Qurais Shihab mengatakan bahwa Ukhuwah yang 
dirangkai dengan Islamiyah dipahami sebagai ajektif sehingga Ukhuwah 
Islamiyah berarti “persaudaraan yang bersifat Islami”, atau yang diajarkan 
oleh Islam. Berdasarkan pemahaman terhadap teks ayat-ayat dalam 
kitab suci Al-Qur’an memperkenalkan paling tidak (4) empat macam 
persaudaraan, yaitu : 

1.	 Ukhuwwah ‘Ubudiyyah, yaitu saudara kesemakhlukan atau 
kesetundukan kepada Allah SWT; 

2.	 Ukhuwwah Insaniyyah (basyariyyah) artinya seluruh umat manusia 
adalah bersaudara,  karena mereka  berasal  dari  seorang ayah  dan  
ibu  yang  sama  yaitu Adam dan Hawa; 

3.	 Ukhuwwah Wathaniyyah wa An-nasab, yaitu persaudaraan dalam 
keturunan dan kebangsaan; 

4.	 Ukhuwwah fi din Al-Islam adalah persaudaraan antar sesama  muslim 
(M. Qurais shihab, 1996:486).

Implementasi ukhuwah, mengingat Indonesia sebagai bangsa yang 
plural dengan kekayaan akan khazanah budaya, agama, ras, bahasa dan 
lainnya adalah bukti bahwa manusia memiliki keanekaragaman dan 
memang harus hidup dalam kemajemukan merupakan sebuah fitrah yang 
harus disyukuri keberadaannya. Maka dalam rangka menjaga hubungan 
baik antara masyarakat, agama dan negara, KH Ahmad Shiddiq (1926-1991) 
tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mengusung dan memperkenalkan konsep 
“Trilogi Ukhuwah” yang dikemukakan menjelang Muktamar NU ke-28 di 
Krapyak, Yogyakarata tahun 1989, yaitu ukhuwah islamiyah (persaudaraan 
sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan 
kebangsaan) dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia). 

Trilogi Ukhuwah tersebut merupakan gabungan dari ukhuwah 
Islamiyah, nasionalisme, dan pluralisme menjadi semangat baru untuk 
membangun dan menatap Indonesia ke depan yang sesuai dengan Islam 
yang moderat, humanis dan akulturatif terhadap kebudayaan-kebudayaan 
lokal demi mewujudkan tatanan kehidupan Islam yang menjadi rahmat bagi 
seluruh alam.

1.	 Ukhuwah Islamiyah, dalam hal kehidupan manusia merupakan modal 
untuk melakukan pergaulan sosial sesama umat Islam. Dengan modal 
ini, maka perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip antar umat Islam 
tidak perlu menjadi perpecahan. Prinsip ukhuwah ini menjadikan 
hubungan antar sesama umat Islam menjadi harmonis dan mampu 



3

Merajut Ukhuwah, Menjaga dan Melestarikan Kemabruran Haji bersama IPHI Sleman

menjadi sebuah kekuatan besar untuk bersama-sama membumikan 
nilai-nilai Islam. Ukhuwah Islamiyah menjadi sebuah ikatan, tidak 
saja secara emosional, namun juga secara sprititual. 

2.	 Ukhuwah Wathaniyah, dalam kaitannya dengan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan modal dasar 
untuk melakukan pergaulan sosial dan dialog dengan pelbagai 
komponen bangsa Indonesia yang tentu saja tidak terbatas pada satu 
agama semata. Namun lebih dari itu, ukhuwah wathaniyah adalah 
sebuah komitmen persaudaraan antar seluruh masyarakat yang terdiri 
dari bermacam-macam agama, suku, bahasa dan budaya. Bangunan 
ukhuwah wathaniyah tidak boleh tidak harus menjadi sebuah prinsip 
bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
damai dan saling menghargai satu sama lain. Kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang sudah dibingkai dalam Bhineka Tunggal Ika. 

3.	 Ukhuwah Basyariyah atau Ukhuwah Insaniyah adalah sebuah prinsip 
yang dilandasi bahwa sesama manusia adalah bersaudara karena 
berasal dari ayah dan ibu yang satu, yakni Adam dan Hawa. Hubungan 
persaudaraan ini merupakan kunci dari semua persaudaraan, 
terlepas dari status agama, suku bangsa atau pun skat geografis, 
karena nilai utama dari persaudaraan ini adalah kemanusiaan. Hal 
ini mengingatkan kembali pada Sahabat Ali bin Abi Thalib yang 
mengatakan bahwa “dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah 
saudara dalam kemanusiaan”. Artinya, bahwa kemanusiaan adalah 
nilai tertinggi dalam posisinya sebagai manusia. (https://www.nu.or.
id)

Jemaah haji di Kabupaten Sleman yang demikian besar, jumlahnya 
diperkirakan 5000 (lima ribu) lebih dan hiterogen terdiri dari berbagai lapisan 
sosial,  dengan latar belakang tingkat pendidikan,  kemampuan sosial 
ekonomi, tingkat usia, pekerjaan atau profesi,  serta dari beberapa anggota 
ormas yang beragam, menunjukkan bahwa jemaah haji adalah kelompok 
elite social, merupakan potensi sekaligus aset yang dapat diberdayakan 
secara optimal untuk mengaktualisasikan potensi diri demi berkhidmat 
kepada bangsa dan negara, ikut mengatasi masalah-masalah umat dalam 
rangka mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama,  maka kehadiran 
IPHI sangat diperlukan untuk merajut  ukhuwah (persaudaraan) yang kokoh 
sebagai sarana pembinaan untuk menjaga dan melestarikan kemabruran 
haji.

IPHI hadir di tengah-tengah masyarakat berstatus sebagai organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kebajikan bersifat independen yang berbadan 
hukum, berbasis anggota, berbentuk perkumpulan serta memiliki ruang 
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lingkup nasional mempunyai visi dan misi. Visi IPHI yaitu “Terwujudnya 
Haji Mabrur Sepanjang Hayat”, dan Misinya adalah 3 hal yaitu:

1.	 Menjaga dan melestarikan kemabruran haji;
2.	 Memberdayakan potensi haji; serta
3.	 Mengembangkan dakwah bil-hal demi kemaslahan umat dan bangsa 

(Anggaran Dasar IPHI pasal 3, 7, 11 dan 12).
Visi dan misi IPHI tersebut, apabila dapat diaktualisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh pengurus dan anggota IPHI, maka akan tampak 
tanda-tanda kemabruran haji seseorang. Kemabruran haji sesungguhnya 
akan dibuktikan dengan keshalihan setelah berhaji, baik keshalihan individu 
yaitu memberikan dampak terhadap kehidupan orang yang bersangkutan 
menjadi lebih baik, dan keshalihan sosial yaitu berdampak besar kepada sisi 
sosial di lingkungannya. 

Predikat haji mabrur menjadi dambaan bagi setiap umat Islam yang 
menunaikan ibadah haji. Meskipun predikat haji mabrur merupakan hak 
prerogratif Allah SWT, manum bila dilihat dari pengertian haji mabrur akan 
terlihat tanda-tanda atau ciri-cirinya. Pengertian haji mabrur sebagaimana 
yang dikemukakan oleh para ulama antara lain sebagai berikut :

1.	 Ibnu Kholawaih mengatakan bahwa, “haji mabrur adalah haji yang 
maqbul (haji yang diterima)”. Ulama yang lain mengatakan, “haji 
mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa”, pendapat ini 
dipilih oleh Syeikh An Nawawi (Fathul Bari, 3/382). 

2.	 Para pakar fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud haji mabrur adalah 
haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan 
rangkaian manasiknya. 

3.	 Al Faro’ berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji 
tidak lagi hobi bermaksiat. Dua pendapat ini disebutkan oleh Ibnul 
‘Arabi.  

4.	 Al Hasan Al Bashri  rahimahullah  mengatakan, “haji mabrur adalah 
jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan 
merindukan akherat”.

5.	 Al Qurthubi  rahimahullah  menyimpulkan, “haji mabrur adalah haji 
yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak 
lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji” (Muhammad bin Ahmad 
Al Anshori Al Qurthubi, 2/408). 

6.	 An Nawawi  rahimahullah  berkata, “Pendapat yang paling kuat dan 
yang paling terkenal, haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh 
dosa, diambil dari kata-kata birr yang bermakna ketaatan. Ada juga 
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yang berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima. Di 
antara tanda diterimanya haji seseorang adalah adanya perubahan menuju 
yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji dan tidak membiasakan diri 
melakukan berbagai maksiat. Ada pula yang mengatakan bahwa haji 
mabrur adalah haji yang tidak tercampuri unsur riya’. Ulama yang 
lain berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak 
lagi bermaksiat. Dua pendapat yang terakhir telah tercakup dalam 
pendapat-pendapat sebelumnya. (Yahya bin Syarf An Nawawi,1392, 
9/118-119). (https://rumaysho.com). 

 
Rasulullah SAW pernah menyampaikan tanda atau ciri-ciri bagi setiap 
orang yang mendapatkan predikat haji mabrur adalah seperti hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya. 

Artinya, “Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur?’ 
Rasulullah menjawab, ‘Memberikan makanan dan menebarkan kedamaian”. 
Walaupun hadits ini divonis munkar syibhul maudhu’ oleh Abu Hatim 
dalam kitab Ilal ibn Hatim, tetapi ada riwayat lain yang marfu’ dan memiliki 
banyak syawahid. Bahkan divonis Shahihul Isnad oleh Al-Hakim dalam kitab 
Mustadrak-nya, walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 
Teks hadits yang lain, sebagaimana dikutip Imam Badrudin Al-Aini dalam 
Umdatul Qari-nya. 

Artinya, “Rasulullah SAW ditanya tentang haji mabrur. Rasulullah 
kemudian berkata, ‘Memberikan makanan dan santun dalam berkata.’ Al-
Hakim berkata bahwa hadits ini sahih sanadnya tetapi tidak diriwayatkan 
oleh Bukhari dan Muslim.” (https://islam.nu.or.id)

Dari dua hadits di atas menunjukkan bahwa sebagian dari tanda 
kemabruran haji seseorang ada tiga hal:  

Pertama, memiliki kepedulian sosial yaitu suka berinfaq dan bersedekah 
dengan memberi makan/mengenyangkan orang lapar (ith‘amut tha‘am) 
kepada fakir miskin, anak yatim, membantu kurban bencana, serta beramal 
jariyah; 
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Kedua, menebarkan kedamaian (ifsya’us salam); menciptakan suasana 
damai, memberikan kesejukan, kenyamanan, keamanan, ketertiban  serta 
perlindungan dimanapun berada.  

Ketiga, baik dan santun dalam bertutur kata (thayyibul kalam); 
menghindari rafats (perkataan yang tidak senonoh, unsur porno, sendau 
gurau yang berlebihan); fusyuq (ujaran kebencian, mencaci maki, takabur, 
sombong, merugikan dan menyakiti orang lain; jidal (berbantahan, debat 
kusir, emosional).

Ketiga hal tersebut menjadi bagian dari dakwah bilhal yang langsung 
dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga Pengurus 
dan anggota IPHI betul-betul menjadi tauladan, dikenal berkonstribusi, 
diperhitungkan dan dibanggakan di tengah-tengah masyarakat. 

Setelah memahami apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur, maka 
orang yang berhasil menggapai predikat tersebut akan mendapatkan balasan 
berupa surganya Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 

“Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga.” (HR. Bukhari 
no. 1773 dan Muslim no. 1349). An Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Yang 
dimaksud, ‘tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga’, bahwasanya 
haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya. 
Bahkan ia memang pantas untuk masuk surga.” (Yahya bin Syarf An Nawawi, 
1392, 9/119). (https://rumaysho.com).

Tentu menjadi harapan kita sekalian untuk mendapatkan predikat 
sebagai haji mabrur sepanjang hayat dan  insya Allah akan mendapat balasan 
syurga-Nya Allah SWT di akherat nantinya. Aamiin.  

Insya Allah kita sekalian adalah termasuk orang-orang yang sudah 
terpilih dan dipilih oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji, sudah 
selayaknya selalu mensyukurinya dengan pengabdian diri di tengah-tengah 
masyarakat, baik sebagai pengurus maupun anggota IPHI untuk bersama-
sama melangkah meningkatkan ibadah dan amaliah bilhal yang lebih baik 
dari sebelumnya dalam rangka menjemput takdir yang baik dari Allah 
SWT yakni husnul khatimah. Para anggota dan pengurus IPHI di semua 
tingkatan, kiranya  senantiasa berjuang dan berfastabiqul khaerat (berlomba 
melakukan kebaikan) dengan semangat kebersamaan dalam merajut 
ukhuwah, menjaga dan melestarikan kemabruran Haji bersama IPHI Sleman 
untuk melaksanakan program-program IPHI yang telah ditetapkan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing. 
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Mengakhiri ulasan ini, saya kutip beberapa petikan ayat Al Qur’an 
sebagai motivasi dan mengingatkan kita dalam berjuang dijalan Allah SWT. 

Surat 61 (As-shaf) ayat 4  (Departemen Agama, 1999 hal. 928)

هُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ َ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلوُْنَ فِيْ سَبِيْلهِٖ صَفًّا كَانََّ
اِنَّ اّللٰ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang/berjuang  di 
jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh.

Surat 61 (As-shaf) ayat 10. (Departemen Agama, 1999 hal. 929)

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
perniagaan  yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?.

Surat 61 (As-shaf) ayat 11. (Departemen Agama, 1999 hal. 929)

(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan 
Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu 
mengetahuinya. 

Surat 2 (Al-Baqarah), ayat 261 (Departemen Agama, 1999 hal. 65)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha 
Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
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BAGIAN DUA
SEKILAS TENTANG IKATAN PERSAUDARAAN HAJI 

INDONESIA ( IPHI)

A.	 Sejarah Singkat IPHI. 
Keberadaan organisasi IPHI merupakan keinginan dan tuntutan 

para jemaah haji Indonesia sebagai wadah komunikasi dan silaturrahim 
untuk  menjaga dan melestarikan kemabruran haji dengan meningkatkan 
kesatuan dan persatuann bangsa, keimanan dan ketaqwaan serta 
berdakwah ditengah masyarakat secara bilhal atau amal nyata. 
Sehingga jemaah haji yang tergabung dalam IPHI merupakan potensi 
yang dapat dikembangkan, diarahkan serta dibina agar berperan aktif 
dalam pembangunan Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama melalui pengabdian 
dan pengamalaan ajaran agama Islam. IPHI didirikan pada tanggal 
24 Sya”ban 1410 H bertepatan dengan tanggal 22 Maret 1990 di 
Jakarta oleh Muktamar organisasi-organisasi persaudaraan haji di akhir 
penyelenggaraan  Muktamar  yang  berlangsung  pada  tanggal  22-24  
Sya”ban 1410 H, bertepatan dengan tanggal 20-22 Maret 1990 untuk waktu 
yang tidak ditentukan. Sebelumnya,   pada   sekitar   tahun   1980   telah   
terlebih   dahulu   berdiri   Organisasi Persaudaraan Haji (ORPEHA) yang 
kemudian menjadi salah satu cikal-bakal yang memprakarsai berdirinya 
organisasi IPHI. Bahkan secara historis sungguhnya sejak abad ke-19 
dan ke-20, jamaah haji Indonesia telah membentuk komunitas muslim 
Nusantara secara solid kawasan Timur Tengah, baik di Makkah, Madinah, 
Jeddah, Hijaz, maupun juga di Hadralmaut Yaman. 

Pada  awal  berdirinya  hingga  penyelenggaraan  Muktamar  II  
pada  tanggal 13-16 September 1993 di Jakarta, organisasi IPHI berstatus 
sebagai Badan Koordinasi yang hanya mengkoordinasikan keberadaan 
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organisasi persaudaraan haji, baik di pusat maupun di  daerah.  Namun  
pasca  Muktamar  II  tersebut  hingga  saat  ini,  status  IPHI  berubah 
menjadi organisasi yang bersifat vertikal, koordinatif, konsultatif dan 
instruktif, dengan ruang lingkup nasional. (Pengurus Pusat IPHI 2010-
2015, hal.7)

Setelah  IPHI Pusat berdri tahun 1990, kemudian diikuti berdirinya 
IPHI seluruh  Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai ditingkat Kelurahan/
Desa se-Indonesia . 

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disingkat dengan IPHI 
merupakan organisasi kebajikan bersifat independen, berstatus sebagai 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, berbasis anggota, 
dan berbentuk perkumpulan, serta memiliki ruang lingkup nasional. 
IPHI berkedudukan di Wilayah Repubik Indonesia dan perwakilan di 
luar negeri, berakidah Islam dan berasaskan Pancasila (Anggaran Dasar 
IPHI pasal 3,4,5,6 dan7). IPHI dikukuhkan terakhir dengan Akta Notaris 
Nomor : 08 tanggal 13 Oktober 2010 dan diakui sebagai Badan Hukum 
berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor : AHU-156.AH.01.06.Tahun 2010  serta terdaftar sebagai 
Organisasi Kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 388A./D/IX/2010.

B.	 Penyebab dan Motivasi Lahirnya IPHI 
1.	 Penyebab Lahirnya IPHI (PP IPHI 2010-2015:7-9)

Ada tiga kondisi yang menyebabkan IPHI diperlukan oleh jamaah 
haji pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu:
a.	 Jumlah haji yang demikian besar  terdiri dari berbagai lapisan 

sosial dengan latar belakang tingkat pendidikan,  kemampuan 
sosial ekonomi yang beragam,  pada umumnya adalah kelompok 
elite sosial yang merupakan potensi sekaligus asset  dapat 
didayagunakan secara optimal untuk ikut mengatasi masalah-
masalah umat dan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan 
dan kemaslahatan bersama. Maka IPHI diperlukan sebagai wadah 
berhimpun para alumni haji yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia untuk mengaktualisasikan potensi diri demi berkhidmat 
kepada bangsa dan negara, serta sebagai sarana pembinaan untuk 
melestarikan dan memelihara kemabruran haji.

b.	 Momentum ibadah haji, bagi bangsa Indonesia, khususnya umat 
Islam Indonesia memiliki makna historis yang panjang dan 
memiliki narasi tersendiri tentang perjuangan untuk mengusir 
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penjajah, memberdayakan masyarakat, dan mengisi kemerdekaan. 
Maka IPHI sebagai sarana perjuangan yang terorganisasi secara 
baik untuk membangkitkan kesadaran historis para haji atau 
calon haji agar mampu berperan secara aktif dan strategis 
dalam kebangkitan agama, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, 
kesehatan, kebudayaan, dan bidang kehidupan lainnya. 

c.	 Banyaknya  wadah-wadah  organisasi persaudaraan  haji  yang  
tersebar di berbagai daerah belum terkoordinasi secara baik dan 
terintegrasi, maka dengan IPHI sebagai  wadah  tunggal organisasi 
persaudaraan  haji  diharapkan kepentingan para haji dan calon 
haji bersama pemerintah dan masyarakat terkoordinasi dengan 
baik dan membawa manfaat bagi semua pihak.

2.	 Motivasi Dasar Lahirnya IPHI  (PP IPHI 2010-2015: 9-10)
Ada  tiga  motivasi  dasar  yang  melandasi  lahirnya  IPHI  di  

tengah-tengah  bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut :
a.	 Kualitas kehidupan keagamaan bagi umat Islam yang telah 

menunaikan ibadah haji harus meningkat dan berubah ke arah yang 
lebih positif sebagai perwujudan dari haji mabrur. Hal ini ditandai 
dengan makin meningkatnya pemahaman dan pengamalan 
ajaran syariat Islam, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, 
meningkatnya kepekaan dan kepedulian sosial, meningkatnya 
rasa dan semangat ukhuwah islamiyah, serta menjadi teladan 
dan panutan yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya. 
Peningkatan kualitas itu tercermin dalam ucapan, sikap dan 
prilaku seorang haji, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan 
berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan 
bernegara, maupun dalam lingkungan kehidupan yang lebih luas. 

b.	 Orientasi kehidupan umat Islam yang telah menunaikan ibadah 
haji harus seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan 
ukhrawi. Keberhasilan dalam mencapai kehidupan yang baik secara 
jasmani atau material, seperti keluarga yang harmonis, rezeki dan 
harta yang cukup, kedudukan yang terhormat, kendaraan yang 
memadai, dan tempat tinggal yang nyaman seyogyanya dibarengi 
dengan keberhasilan dalam kehidupan rohani atau spiritual yang 
baik, berupaya mencapai keluarga sakinah mawadah warahmah, 
gemar berinfak, bersadaqah dan beramal sholeh, berakhlak mulia, 
bekerja dan berpenghasilan secara halal, bersyukur dan beribadah 
semata-mata karena Allah Subahanu Wa Ta’ala, serta menyadari 
bahwa kehidupan dunia adalah bekal untuk kehidupan akhirat. 
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Keseimbangan orientasi kehidupan ini pada gilirannya akan 
berdampak positif bagi kehidupan   bangsa   dan   negara,   baik   
dalam   proses perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, maupun 
pengendalian pembangunan untuk mencapai kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.

c.	 Komitmen umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji untuk 
membangun bangsa dan Negara bersama elemen masyarakat 
lainnya harus lebih kuat dan lebih baik daripada kondisi 
sebelumnya. Komitmen ini merupakan kelanjutan, peningkatan, 
pengembangan dan perluasan dari komitmen historis para haji 
terdahulu dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, mencerdaskan dan memajukan kehidupan 
bangsa, mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memelihara 
persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjungtinggi hukum   dan   
hak-hak   asasi   manusia,   serta   mengembangkan   peradaban   
dan   ilmu pngetahuan agar bangsa Indonesia dan umat Islam 
Indonesia dapat maju dan tampil sejajar  dengan  bangsa-bangsa  
lain  yang  maju  di  dunia,  serta  berperan  aktif  dalam berbagai 
forum internasional. Penguatan komitmen ini merupakan wujud 
penghormatan dan penghargaan terhadap perjuangan para haji 
terdahulu, sekaligus  bentuk pembuktian bahwa para haji generasi 
penerus mampu mewarisi karya, gagasan dan pemikiran besar 
para haji pendahulu yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar 
perjuangan dan kemerdekaan bangsa.

C. Visi dan Misi IPHI, Tujuan, Sifat  dan Fungsi IPHI
IPHI sebagai organisasi kemasyarakatan mempunyai Visi dan Misi. 

Visinya adalah  “ Terwujudnya Haji Mabrur Sepanjang Hayat” dan  Misinya 
adalah menjaga dan melestarikan kemabruran haji, memberdayakan 
potensi, serta mengembangkan dakwah bilhal demi kemaslahan umat 
dan bangsa. (Anggaran Dasar IPHI pasal 11 dan 12).

IPHI merupakan organisasi kebajikan bersifat independen yang 
bertujuan untuk memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur 
guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan bangsa dan 
negara yang diridloi Allah SWT. (Anggaran Dasar IPHI pasal 7 dan 8).
Fungsi IPHI sebagai sarana :

1.	 Penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau 
tujuan organisasi;
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2.	 Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan 
organisasi;

3.	 Penyaluran aspirasi anggota;
4.	 Pemberdayaan potensi anggota;
5.	 Pemenuhan pelayanan dakwah dan sosial;
6.	 Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkut 

persatuan dan kesatuan bangsa;
7.	 Pemeliharaan dan pelestarian nilai dan subtansi haji mabrur dalam 

kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8.	 Forum silaturrahim untuk memepererat ukhuwah Islamiyah 

(Anggaran Dasar IPHI pasal 10).

D.  	Struktur Organisasi, Kepengurusan, Hubungan Kerja, Rangkap 
Jabatan serta Masa Jabatan Pengurus.

Struktur Organisasi IPHI secara berjenjang/bertingkat dari pusat 
sampai dengan desa dan perwakilan luar negeri, terdiri atas:
1.	 Tingkat Pusat untuk Pengurus Pusat.
2.	 Tingkat Provinsi untuk Pengurus Wilayah.
3.	 Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pengurus Daerah.
4.	 Tingkat Kecamatan untuk Pengurus Cabang.
5.	 Tingkat Desa/Kelurahan untuk Pengurus Ranting.
6.	 Perwakilan Luar Negeri. (Anggaran Dasar IPHI pasal 15).

Kepengurusan IPHI di semua tingkatan terdiri dari: 
1.	 Dewan Penasehat.
2.	 Dewan Pembina
3.	 Dewan Pengurus (Anggaran Dasar IPHI pasal 16).

Hubungan kerja antara Pengurus Pusat, dengan Pengurus 
Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting 
dan sebaliknya, merupakan hubungan kerja vertikal organisatoris, 
termasuk dengan Pengurus Perwakilan di Luar Negeri. (Anggaran 
Dasar IPHI pasal 17).

Adapun tentang rangkap jabatan, seorang Pengurus Harian tidak 
diperbolehkan merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan 
IPHI, baik di dalam maupun di luar jenjang kepengurusan. (Anggaran 
Dasar IPHI pasal 18).

Masa jabatan Pengurus IPHI, sebagaimana dinyatakan dalam 
pasal 20 Anggaran Rumah Tangga IPHI ayat 1, sebagai berikut : Ketua 
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Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus 
Daerah, Ketua Pengurus Cabang, dan Ketua Pengurus Ranting, serta 
Ketua Pengurus Perwakilan   Luar   Negeri  memegang   jabatannya   
selama   5   (lima)   tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

E.	 Badan Kehormatan, Badan Usaha dan Badan Pelaksana Organisasi 
IPHI.

1.	 Badan Kehormatan Organisasi IPHI.
Badan kehormatan organisasi adalah  sarana  penunjang  organisasi 

IPHI  yang dibentuk di tingkat pusat untuk menjaga marwah dan 
martabat organisasi; menegakkan kode etik, disiplin, dan peraturan 
organisasi; serta menyelesaikan perselisihan internal organisasi. 
Ketentuan  mengenai  keanggotaan,  tugas,  dan  putusan  badan  
kehormatan organisasi diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pada Anggaran Dasar IPHI Bab V Badan Kehormatan, pasal 29 
disebutkan sebagai berikut :
a.	 Badan Kehormatan Organisasi beranggotakan 5 (lima) orang terdiri 

atas:
1)	 Anggota Tetap berjumlah 2 (dua) orang, yaitu seorang Ketua 

dan Seorang Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi;
2)	 Anggota Tidak Tetap berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Anggota 

Pengurus Pusat IPHI yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus 
Harian.

b.	 Ketua dan Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi diangkat dan 
diberhentikan oleh Pengurus Pusat IPHI.

c.	 Badan Kehormatan Organisasi bertugas:
1)	 Memeriksa  dan  memutus  setiap  pelanggaran  sangat  berat  

yang berakibat pembebastugasan jabatan, pemberhentian 
sementara keanggotaan, dan pemberhentian tetap keanggotaan 
IPHI;

2)	 Menyampaikan hasil pemeriksaan perkara pelanggaran 
terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, 
serta seluruh ketentuan organisasi IPHI;

3)	 Membentuk  Majelis  Kehormatan  beranggotakan  5  (lima)  
orang  yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota tetap dan 3 
(tiga) orang anggota tidak tetap.
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d.	 Putusan Majelis Kehormatan merupakan putusan pertama 
dan terakhir yang merupakan rekomendasi Badan Kehormatan 
Organisasi untuk diputuskan oleh Pengurus Pusat IPHI;

e.	 Rekomendasi Badan  Kehormatan  Organisasi  ditandatangani  
oleh  Ketua  dan Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi. 

f. 	 Pedoman Kerja Badan Kehormatan Organisasi diatur dengan 
Peraturan Organisasi.

2.	 Badan Usaha Organisasi IPHI.
Badan usaha organisasi adalah sarana penunjang organisasi 

IPHI yang dibentuk di tingkat pusat untuk memenuhi kebutuhan 
dan keberlangsungan hidup organisasi, serta untuk menggerakkan 
dan mengembangkan potensi ekonomi anggota. Ketentuan  mengenai  
kedudukan,  tugas,  hak  dan  kewajiban  badan  usaha organisasi 
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. (Anggaran Dasar IPHI Bab 
XI Badan Usaha Organisasi, pasal 22 ayat 1-2).

Badan usaha organisasi IPHI berkantor pusat di Jakarta dengan 
perwakilan di daerah-daerah, dapat berbentuk Koperasi, Perseroan 
Terbatas, dan/atau bentuk usaha lainnya. Pendirian badan usaha 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.Tata kelola badan usaha diatur dalam dengan Peraturan 
Organisasi. (Anggaran Rumah Tangga IPHI Bab IX Badan Usaha 
Organisasi pasal 59, ayat 1-3)

3.	 Badan Pelaksana Organisasi IPHI.
Pengurus  IPHI  di  semua  struktur  kepengurusan  dapat  

membentuk  badan pelaksana organisasi untuk menunjang 
pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam bidang tertentu. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai bentuk, tugas dan wewenang badan pelaksana 
organisasi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. 
(Anggaran Dasar IPHI Bab XIII Badan Pelaksana Organisasi, pasal 24).

Badan  Pelaksana  Organisasi  adalah  sarana  penunjang  organisasi  
sebagai pelaksana teknis program dan kebijakan organisasi IPHI 
sesuai dengan fungsi dan kekhususannya. Badan Pelaksana Organisasi 
terdiri dari  lembaga berbadan hukum dan lembaga bukan berbadan 
hukum.

Lembaga berbadan hukum yang sudah terbentuk, yaitu :
a. Lembaga Konsultasi dan Advokasi Hukum (LKAH) Labbaik;
b. Yayasan Haji Sepanjang Hayat;
c.  	Koperasi Syariah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (KOPERHAJI); 
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d. PT. Menara Haji;
e. PT. Artha Haji.

	 Lembaga bukan berbadan hukum yang sudah terbentuk, yaitu 
:
a.	 Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS);
b. Majelis Dzikir IPHI;
c.  Majelis Taklim Perempuan (MTP) IPHI;
d. Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI);
e.	 Badan Koordinasi Muballigh/Muballighah, Hafidz/Hafidzah dan 

Qari/Qariah (BAKOR MUHAQI).
f. 	 Badan Pengembangan Information, Communication and 

Technology (ICT). 
g. Pusat Studi Haji dan Umrah Indonesia (PSHUI).

Pengurus Badan Pelaksana Organisasi mempunyai tugas :
a.	 Melaksanakan program dan kebijakan organisasi sesuai dengan 

fungsi dan kekhususannya;
b.	 Memberikan   laporan  perkembangan  organisasi  secara  periodik  

kepada Pengurus Pusat;
c. 	 Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode 

Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;
d. Memberikan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat. 

Pengurus Badan Pelaksana Organisasi memiliki wewenang :
a. 	Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan fungsi dan 

kekhususannya dengan mengacu pada program dan kebijakan 
IPHI;

b. 	Menyusun  dan  melaksanakan  Pedoman  Kerja  berdasarkan  
fungsi  dan kekhususannya dengan berpedoman pada Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Program dan Kebijakan 
IPHI;

c. 	 Membangun jaringan dan kerjasama dengan badan/lembaga 
sejenis untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan Program 
Umum hasil Muktamar;

d. 	Mengevaluasi kinerja kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) 
tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan 
sewaktu-waktu.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan pelaksana 
organisasi diatur dengan Peraturan Organisasi. (Anggaran Rumah 
Tangga IPHI Bab IV Badan Pelaksana Organisasi, pasal 28).

F.	 Keanggotaan IPHI
Keanggotaan IPHI terdiri atas:

1.	 Anggota Biasa, yaitu setiap warga negara Indonesia yang beragama 
Islam dan telah menunaikan ibadah haji.

2.	 Anggota Kehormatan, yaitu setiap warga negara Indonesia yang 
beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji, serta berjasa bagi 
pengembangan dan kemajuan organisasi IPHI. (Anggaran Rumah 
TanggaIPHI, Bab I Keanggotaan, pasal 1). 
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BAGIAN TIGA

PROFIL IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 
DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

A.	 Sekilas IPHI Daerah Kabupaten Sleman.
Setelah  IPHI Pusat berdri tahun 1990, kemudian diikuti berdirinya 

IPHI seluruh  Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai ditingkat Kelurahan/
Desa se-Indonesia, tidak terkecuali IPHI Daerah Kabupaten Sleman . 
Menurut Drs. K.H. Parwato, MA (Pemuka Agama Islam di Sleman) dan 
K.H. Muhammad Dalhar (pernah sebagai Sekretaris IPHI Daerah Sleman 
Tahun 1995-2005), bahwa  IPHI Daerah Kabupaten Sleman  berdiri dan 
terbetuk kepengurusannya diprakarsi oleh   Romo H. Tirun, SH, Drs. KH. 
Sumali, serta Drs. KH. Umar Syamsul, KH. Wahono Sudebyo serta KH. 
Sukidi Cokrosuwiknyo, BA., 

Selanjutnya diikuti berdirinya Cabang IPHI di 17 (tujuh belas) 
Kecamatan (sebutan Kecamatan pada tahun 2020 berganti nama 
Kapanewon), dan diupayakan menuntaskan berdiri organisasi Ranting 
IPHI di 86 (delapan puluh enam) Desa/Kelurahan se Kabupaten Sleman. 

Kepengurusan Daerah, Cabang, dan Ranting IPHI di Kabupaten 
Sleman sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IPHI 
adalah 5 (lima) tahunan, dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah. 
Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Kabupaten, Musyawarah 
Cabang di tingkat Kecamatan/Kapanewon dan Musyawarah Ranting di 
tingkat Desa/Kelurahan. 

Periodesasi yang menjabat Ketua Pengurus Daerah IPHI Kabupaten 
Sleman dari Tahun 1990 - 2025 adalah sebagai berikut :
1.	 Ketua Pengurus Daerah IPHI Sleman sejak berdiri Tahun 1990 sampai 

dengan 2005 dipercayakan kepada Romo Haji Tirun, SH sebagai ketua 
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umum, yang tugas dan wewenang kesehariannya dilakukan oleh 
Bapak K.H. Sukidi Cokrosuwiknyo, BA.  

2.	 Ketua Pengurus Daerah IPHI Sleman Masa Bakti Tahun 2005-2010, 
Drs. H. Zaelani, M.Pd.I

3.	 Ketua Pengurus Daerah IPHI Sleman Masa Bakti Tahun 2010-2015, 
Ketua Drs. KH. Abdul Madjid MS, M.Si.

4.	 Ketua Pengurus Daerah IPHI Masa Bakti Tahun 2015-2020, Drs. KH. 
Abdul Madjid MS, M.Si.

5.	 Ketua Pengurus Daerah IPHI Masa Bakti Tahun 2020-2025, Drs. H. 
Noor Hamid, M.Pd.I. 
Ketua Pengurus Daerah IPHI Sleman tersebut dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya dibantu oleh para Pengurus Harian dan 
Pengurus Bagian.   

B.	 Lokasi Kantor Sekretariat  IPHI Kabupaten Sleman
Sejak berdirinya IPHI Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Sekretariat 

mengikuti keberadaan Kantor Departemen Agama  Kabupaten Sleman 
pada waktu itu yang beralamatkan di Jalan Merbabu  Nomor 9 Beran, 
Tridadi, Sleman. Kemudian  tahun 2007 mengikuti Kantor Departemen 
Agama (sekarang Kantor Kementerian Agama)  Kabupaten Sleman yang 
pindah menempati kantor baru di Jalan Dr. Radjimin Ngempak Caban, 
Tridadi Sleman Kabupaten Sleman. Mulai tahun 2019 Kantor Sekretariat  
IPHI Kabupaten Sleman menempati ruangan yang berada di Lantai I 
Menara Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman, 
Jalan Parasamya Beranlor Tridadi Sleman, setelah menara masjid tersebut 
diresmikan oleh Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, M.Si pada tanggal 
22 Februari 2019.  

 
C.	 Struktur Organisasi dan Nama Personalia Pengurus Daerah IPHI 

Kabupaten Sleman Masa Bakti 2020-2025
Struktur organisasi Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman masa 

bakti 2020-2025 berpedoman pada Anggaran Rumah Tangga (ART) IPHI 
pasal 16, sebagai berikut :
1.	 Dewan Penasehat terdiri atas Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang 

Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
2.	 Dewan Pembina terdiri atas Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang 

Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
3.	 Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bagian.
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4.	 Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang terdiri atas 
(seorang Ketua, Wakil-wakil Ketua sebanyak-banyak 3 (tiga) orang, 
seorang Sekretaris, Wakil Sekretaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) 
orang, seorang Bendahara, Wakil Bendahara sebanyak-banyaknya 2 
(dua) orang.

5.	 Bagian-bagian dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Daerah 
berdasarkan program dan keputusan Musyawarah Daerah IPHI Kab 
Sleman yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2020 yaitu 
terdiri atas 8 (delapan) bagian sebagai berikut : 
a.	 Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.
b.	 Bagian Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan.
c.	 Bagian Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan.
d.	 Bagian Usaha Dana dan Ekonomi Kreatif. 
e.	 Bagian Kesejahteraan Umat, Kesehatan dan Lingkungan. 
f.	 Bagian Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Mualaf. 
g.	 Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi. 
h.	 Bagian Publikasi, Humas, Hubungan Kelembagaan dan Advokasi.

Komposisi dan personalia Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman 
masa bakti 2020-2025 disusun oleh Tim Formatur berdasarkan amanat 
Musyawarah Daerah IPHI Kabupaten Sleman tanggal 31 oktber 2020 
dengan merekrut personil secara kolaboratif dari berbagai profesi, yaitu 
unsur Ulama dan Kyai, Cendekiawan, Akademisi, Birokrat, Tokoh 
masyarakat, serta Pengusaha atas usulan dan rekomendasi dari Tokoh 
masyarakat dan Ormas Islam, terutama dari Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. 
Komposisi kepengurusannya sudah mengadopsi kalangan perempuan 
minimal 20 %  (19 orang) dari  jumlah keseluruhan pengurus IPHI  98 
orang. 

Rekrutmen personalia pengurus dilakukan semacam ini, bertujuan 
agar IPHI Kabupaten Sleman akan bertambah solid dan kuat untuk 
mewujudkan program-program IPHI yang dapat dirasakan langsung 
oleh anggota IPHI khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam 
rangka menjaga dan melestarikan kemabruran haji.  

Komposisi dan nama personalia Pengurus Daerah IPHI Kabupaten 
Sleman yang disusun oleh Formatur kemudian ditetapkan dengan surat 
keputusan Pengurus Wilayah IPHI Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :   
002/Skep/PW-IPHI/XI/2020 tanggal 17 November 2020 M/1 Rabi’ul Akhir 
1442 H sebagaimana SK terlampir, dan telah dilantik oleh Ketua PW IPHI 
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DIY pada tanggal 27 November 2020 di Pendopo Parasamya Kabupaten 
Sleman adalah sebagai berikut :

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS DAERAH
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

MASA BAKTI 2020-2025

I. DEWAN PENASIHAT	
Ketua	 : Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.
Wakil Ketua : Drs. H. Sa’ban Nuroni, MA.
Sekretaris	: Drs. Iriansyah
Anggota	 :    1. KH. Fathurrahman Kamal, Lc., M.Si.
		   2. Drs. KH. Sagimin A. Hasbi, M.Pd.I.
		   3. Drs. KH. Nurjamil Dimyati
		   4. Drs.KH. Abdullah Efendi
		   5. Drs. H. Sigit Warsita, MA.
		   6. Drs. H. Sugito, M.SI.
		   7. Dr. Hj. Nur Jannah, M.Si.
		   8. Hj. Suciati Saliman 

II. DEWAN PEMBINA 	
Ketua	 : Drs. H. Parwoto, M.M.
Wakil Ketua	 : Drs. KH. Muhammad Syakir Ali, M.Si.
Sekretaris	: Drs. KH. Ismail S Ahmad, M.Si. 
 Anggota	 : 1. Drs. KH. Abdullah Hadziq 
		  : 2. Drs. KH. Mahmudi AF, M.Pd.I
		    3. Drs. KH. Arif Djufandi, M.Pd.I. 
		    4. Drs. KH. Muhammad Sularno, M.Ag. 
		    5. KH. Bahaudin, S.Ag.
		    6. Drs. H. Buchori.
		    7. KH. Ihsanuddin, SHI, M.Pd.
		    8. H. Harjaka, S.Pd., S.Ag., M.Ag. 
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III. PENGURUS HARIAN
Ketua : Drs. H. Noor Hamid M.Pd.I.
Wakil Ketua I : Prof. Dr. Ir. H. Sukamta, ST., MT.
Wakil Ketua II : dr. H. Ahmad Faesol, SP.Rad., M.Kes.
Wakil Ketua III : Hj. Miatun Thoyyibah, SH. 
Sekretaris	: Drs. H. Sukirman, MA.
Wakil Sekretaris I : H. Supriyanto, SHI.
Wakil Sekretaris II : H. Jaenudin, S.Ag., M.Si.
Wakil Sekretaris III : H. Wahyudi, S.IP.
Bendahara : Dra. Hj. Sunarti.
Wakil Bendahara I  : H. Ngadiman, S.Ag., M.Si.
Wakil Bendahara II : H. Muhammad Farchan Hariem,    	                                      
SE.	

IV. PENGURUS BAGIAN	
A.	 Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
	 Ketua	 : H. Supriyadi
	 Sekretaris: Drs. H. Tulus Dumadi, MA.
	 Anggota   : 1. H. Raden Agung Nugraha, MA.
		         : 2. H. Catur Wibisono, Amd.
		  : 3. Drs. H. Suisdialwan, MA.
		  : 4. Drs. H. Moh.Arifin, MA.
		  : 5. Drs. H. Mujiana, M.SI. 
		  : 6. Drs. H. Iman Sukiman

B.	 Bagian Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan
	 Ketua 	:  Dr. Drs. H. Saliman, M.Pd.
	 Sekretaris	 :  Dr. H. Ariyanto Nugroho, SKM., M.Sc.
	 Anggota	 :  1. H. Hasan Fansyuri, S.Ag., MA.
		              :  2. Dra. Hj. Murtafi’ah
		               :  3. Dra. Hj. Endang Lilik Setyowulan
		             :  4. Dra. Hj. Siti Nurdiyati, M.Pd.I.
		              :  5. H. Arief Sulistya, S.SI.
		              :  6. H. Abu Hanifah, S.Ag., M.Si.
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C.	 Bagian Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan
	 Ketua	 : Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., MA,. M.Pd.
	 Sekretaris	 : Dr. H. Aviandi Okta Maulana, SE., M.acc.C.A.
	 Anggota	 : 1. H. Ahmad Fauzi, S.Ag., M.Si.
	                         : 2. Drs. H. Anang Zamroni, M.Si.
	                         : 3. dr. H. Nur Muhammad Artha, 
                                 M.Kes.
                              : 4. Dr. H. Abdul Choliq Hidayat, M.Si
                              : 5. H. Ishaq Nur Khozain, S.IP.
	                         : 6. Dra. Hj. Karyati, M.PSi. 		 	
D.	 Bagian Usaha Dana dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif	
	 Ketua	 : Drs. H. Supriyanto
	 Sekretaris	 : Drs. H. Kurnia Wirya Dimulya, M.Si.
	 Anggota	 : 1. Drs. H. Abdul Kasri
 			   : 2. HR. Budi Utomo, SIP.
			   : 3. H. Ernawan Agus Marwanta, SE.
			   : 4. H. Wahyu Broto Susmono, SE.
			   : 5. Drs. H. Irfan Haris
			   : 6. Dr. Dra. Hj. Mikhriani, M.M.

E.	 Bagian Kesejahteraan Umat, Kesehatan dan Lingkungan
	 Ketua	 : H. Waldjijana, HS., SIP.
	 Sekretaris	 : dr. Hj. Sih Rahayu.
	 Anggota	 : 1. H. Gijanto, S.Ag., M.Pd.
			   : 2. dr. Hj. Dewi Kartikasari
			   : 3. dr. Hj. Patimah Hariyati
			   : 4. Hj. Sri Lestari. AMD.,KEP. 
			   : 5. Drs. H. Sujarwo
			   : 6. Hj. Rita Arnita Bety Mustikawati, SE.
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F.	 Bagian Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Mualaf
	 Ketua	 : Drs. H. Aminuddin Najib
	 Sekretaris	 : H. Hendrawan Astono, S.SI.
	 Anggota	 : 1. drg. Hj. Hanum Salsabiela Rais, MBA.
			   : 2. H. Muhyi Darmaji, S.Ag, M.Pd.I.
			   : 3. Drs. H. Djumroni, M.Pd. 
			   : 4. Drs. H. Tukiman
			   : 5. Dra. Hj. Siti Aminah
			   : 6. H. Nasirun
			   : 7. H. Imam Triyono, S,Ag., M.SI.

G.	 Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi
	 Ketua	 : H. Madiyono, SE., M.Ek.
	 Sekretaris	 : Ir. H. Yustinus Mahatma
	 Anggota	 : 1. H. Tujahmin, S.Ag.
			   : 2. Drs. H. Dulatip
			   : 3. H. Sunaryo
			   : 4. Drs. H. Jambari
			   : 5. Hj. Umidah, S.Pd.I
			   : 6. H. Wahyu Supriyanto, SE, M.Si. 

H.	 Bagian Publikasi, Humas, Hubungan  Kelembagaan dan Advokasi
	 Ketua	 : H. Supardi, SH. 
	 Sekretaris	 : H. Fatir Tashin Syafiq, SH., M.Kn.
	 Anggota	 : 1. Ir. H. Abdul Kadir, SH, MH. 
			   : 2. KH. Moh. Hasyim, SH. M.Hum.
			   : 3. Drs. H. Mohammad Lamsuri, M.Si.
			   : 4. Hj. Sri Hermayanti, S.Ag, MPd.
			   : 5. Hj. Sri Hartati, S.Pi.

Hubungan kerja komposisi dan personalia Pengurus Daerah 
IPHI Kabupaten Sleman masa bakti 2020-2025 bersifat koordinatif, 
konsultatif dan instruktif yang didasarkan pada asas efektifitas dan 
efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tergambar dalam 
Bagan Struktur Organisasi Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji 
Kabupaten Sleman sebagai berikut : 
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D.	 Uraian Tugas Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman Masa Bakti 
2020-2025.

Uraian tugas PD.IPHI Kabupaten Sleman berpedoman pada lampiran 
Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor V Tahun 
2016 pasal 56-81 yang disesuaikan dengan komposisi kepengurusan.
1.	 Dewan Penasehat

a.	 Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat
1)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota Penasehat;
2)	 Memimpin rapat-rapat Penasehat;
3)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para Anggota 

Penasehat;
4)	 Memberikan  nasehat  dan  arahan,  baik  diminta  maupun  

tidak kepada  Pengurus Daerah untuk dijadikan bahan dalam 
pengambilan keputusan organisasi. 

b.	 Tugas dan wewenang Anggota Penasehat
1)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan Penasehat 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
2)	 Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan;
3)	 Memberikan  nasehat  dan  arahan,  baik  diminta  maupun  

tidak,  kepada  Pengurus Daerah untuk dijadikan bahan dalam 
pengambilan keputusan organisasi.	

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya:
1)	 Pimpinan dan Anggota Penasehat bertanggungjawab kepada 

Musyawarah Daerah melalui Pengurus Daerah;
2)	 Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penasehat 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus Daerah kepada Musyawarah 
Daerah.

2. Dewan Pembina
a. Tugas dan wewenang Pimpinan Pembina

1)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota Pembina;
2)	 Memimpin rapat-rapat Pembina;
3)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para Anggota 

Pembina;



28

Drs.H.Noor Hamid, M.Pd.I

4)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik diminta 
maupun tidak, kepada Pengurus Daerah dalam rangka 
pelaksanaan program organisasi; 

5)	 Memberikan   masukan   dan   pertimbangan   dalam   proses   
penanggulangan   dan penyelesaian masalah organisasi kepada 
Pengurus Daerah.

b. Tugas dan wewenang Anggota Pembina
1)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan Pembina 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
2)	 Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan;
3)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik diminta 

maupun tidak, kepada Pengurus Daerah dalam rangka 
pelaksanaan program organisasi;

4)	 Memberikan   masukan   dan   pertimbangan   dalam   proses   
penanggulangan   dan penyelesaian masalah organisasi kepada 
Pengurus Daerah.

	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya:
1)	 Pimpinan dan  Anggota Pembina bertanggungjawab  kepada  

Musyawarah  Daerah melalui Pengurus Daerah;
2)	 Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pembina 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus Daerah kepada Musyawarah 
Daerah.

3.	 Tugas dan Wewenang Pengurus Harian.
a	 Tugas dan Wewenang Ketua : Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.

1)	 Memimpin dan mengendalikan pengelolaan organisasi sehari-
hari pada Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman. 

2)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja dalam pelaksanaan 
program dan kebijakan diantara unsur Pengurus Daerah dan 
atau alat kelengkapan organisasi; 

3)	 Merumuskan langkah-langkah taktis dan strategis untuk 
mencapai tujuan organisasi; 

4)	 Memantau, mengawasi  dan mengevaluasi perkembangan atas 
pelaksanaan  program  dan  kebijakan  Pengurus Daerah. 

5)	 Menandatangani surat-surat keluar dan kedalam baik sendiri 
maupun bersama sekretaris atau pengurus harian lainnya sesuai 
dengan kebutuhan organisasi; 
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6)	 Mewakili  organisasi  berhadapan dengan pihak  luar, termasuk 
saat berperkara dimuka pengadilan. 

7)	 Menghadiri dan memberikan kata  sambutan  dalam acara 
seremonial organisasi atas nama Pengurus Daerah; 

8)	 Memimpin Rapat Pleno Pengurus Daerah; 
9)	 Memimpin delegasi pada kunjungan kerja organisasi, baik 

keluar maupun kedalam lingkungan organisasi, dan  dapat  
diwakilkan  kepada  unsur  Pengurus Daerah; 

10)	Memberikan keterangan pers untuk merespons suatu peristiwa 
atau untuk menyampaikan sikap resmi organisasi di tingkat 
Kabupaten; 

11)	Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
organisasi  bersama  Bendahara  untuk ditetapkan dalam rapat 
pleno Pengurus Daerah; 

12)	Mengkordinasikan kegiatan unsur Pengurus Daerah dalam 
melakukan pembinaan dan pengembangan kepemimpinan,  
serta  program  dan  kebijakan organisasi; 

13)	Memelihara situasi yang kondusif bagi pengembangan 
dinamika, solidaritas, dan kolektivitas kepemimpinan 
organisasi. 
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  Ketua 
bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah mewakili 
seluruh unsur Pengurus Daerah.

b.	 Tugas dan Wewenang Wakil Ketua I :   Prof. Ir. H. Sukamta, 
MT. 

	 Mengkordininasikan Pengurus Bagian : A, C  DAN D
1)	 Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Ketua apabila yang 

bersangkutan berhalangan; 
2)	 Melakukan  koordinasi  dan  sinergi  potensi  Pengurus Bagian 

A  (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan), Pengurus Bagian 
C ( Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan) dan Pengurus Bagian 
D (Bagian Usaha Dana dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif) ; 

3)	 Membina  dan  mengembangkan  kepemimpinan  dan kegiatan 
Pengurus Bagian A (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan), 
Pengurus Bagian C  (Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan) dan 
Pengurus Bagian D (Bagian Usaha Dana dan Pemberdayaan 
Ekonomi Kreatif) ; 
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4)	 Memimpin rapat koordinasi Pengurus Bagian A  (Organisasi, 
Kaderisasi dan Keanggotaan), Pengurus Bagian C ( Pengkajian, 
Pendidikan dan Pelatihan) dan Pengurus Bagian D (Bagian 
Usaha Dana dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif) ; 

5)	 Menyusun dan melaksanakan program Pengurus Bagian A  
(Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan), Pengurus Bagian C ( 
Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan) dan Pengurus Bagian D 
(Bagian Usaha Dana dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif) ; 

6)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program 
Pengurus Bagian A  (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan), 
Pengurus Bagian C ( Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan) dan 
Pengurus Bagian D (Bagian Usaha Dana dan Pemberdayaan 
Ekonomi Kreatif) ; secara periodik dalam rapat pleno Pengurus 
Daerah;

7)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Ketua.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  wakil ketua 
I bertanggung jawab kepada Ketua.

c.	 Tugas dan Wewenang Wakil Ketua II :  dr. H. Ahmad Faesol, 
SP. Rad., M.Kes.

	 Mengkordininasikan Pengurus Bagian :  E, F, H. 
1)	 Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Ketua apabila yang 

bersangkutan berhalangan; 
2)	 Melakukan koordinasi dan sinergi  potensi  Pengurus Bagian E 

(Kesejahteraan Umat, Kesehatan dan Lingkungan ), Pengurus 
Bagian F     (Bagian Kepedulian sosial dan Pemberdayaan Muallaf) 
serta Pengurus Bagian H ( Bagian Publikasi, Humas, Hubungan 
Kelembagaan, dan Advokasi); 

3)	 Membina  dan  mengembangkan  kepemimpinan  dan kegiatan 
Pengurus Bagian E (Kesejahteraan Umat, Kesehatan dan 
Lingkungan ), Pengurus Bagian F ( Bagian Kepedulian sosial 
dan Pemberdayaan Muallaf) serta Pengurus Bagian H ( Bagian 
Publikasi, Humas, Hubungan Kelembagaan, dan Advokasi); 

4)	 Memimpin rapat koordinasi Pengurus Bagian E (Kesejahteraan 
Umat, Kesehatan dan Lingkungan ), Pengurus Bagian F (Bagian 
Kepedulian sosial dan Pemberdayaan Muallaf) serta Pengurus 
Bagian H (Bagian Publikasi, Humas, Hubungan Kelembagaan, 
dan Advokasi); 
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5)	 Menyusun dan melaksanakan program Pengurus Bagian E  
(Kesejahteraan Umat, Kesehatan dan Lingkungan ), Pengurus 
Bagian F (Bagian Kepedulian sosial dan Pemberdayaan Muallaf) 
serta Pengurus Bagian H ( Bagian Publikasi, Humas, Hubungan 
Kelembagaan, dan Advokasi); 

6)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program Pengurus 
Bagian E  (Kesejahteraan Umat, Kesehatan dan Lingkungan), 
Pengurus Bagian F ( Bagian Kepedulian sosial dan Pemberdayaan 
Muallaf) serta Pengurus Bagian H ( Bagian Publikasi, Humas, 
Hubungan Kelembagaan, dan Advokasi); secara periodik dalam 
rapat pleno Pengurus Daerah;

7)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Ketua.

Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  wakil ketua 
II bertanggung jawab kepada Ketua.

d.	  Tugas dan Wewenang Wakil Ketua III:  Dra. Hj. Miatun 
Thoyyibah, SH. 

	 Mengkordininasikan Pengurus Bagian :  B dan F
1)	 Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Ketua apabila yang 

bersangkutan berhalangan; 
2)	 Melakukan  koordinasi  dan  sinergi  potensi  Pengurus Bagian B  

(Bagian Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan) dan Pengurus 
Bagian G  (Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi) ; 

3)	 Membina  dan  mengembangkan  kepemimpinan  dan kegiatan 
Pengurus Bagian B  (Bagian Dakwah dan Pemberdayaan 
Perempuan) dan Pengurus Bagian G  (Bagian Pemberdayaan 
Ekonomi dan Koperasi) ; 

4)	 Memimpin rapat koordinasi Pengurus Bagian B  (Bagian 
Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan) dan Pengurus Bagian 
G  (Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi) ;

5)	 Menyusun dan melaksanakan program Pengurus Bagian B  
(Bagian Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan) dan Pengurus 
Bagian G  (Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi) ; 

6)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program 
Pengurus Bagian B  (Bagian Dakwah dan Pemberdayaan 
Perempuan) dan Pengurus Bagian G  (Bagian Pemberdayaan 
Ekonomi dan Koperasi) ; secara periodik dalam rapat pleno 
Pengurus Daerah;
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7) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Ketua.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  wakil ketua 
III  bertanggung jawab kepada Ketua.

e.	 Sekretaris : Drs. H. Sukirman, MA.
	 Tugas dan wewenang Sekretaris:

1)	 Memimpin pengelolaan kesekretariatan dan urusan administrasi 
organisasi sehari-hari untuk mendukung pelaksanaan 
program dan kebijakan     Pengurus Daerah; (memberikan 
pelayanan teknis administrasi,  membuat dan mendistribusikan 
undangan,  membuat daftar hadir rapat/pertemuan.  mencatat 
dan menyusun notulen rapat/pertemuan,  tatakelola surat 
masuk dan keluar, pengarsipan, menyusun laporan dan hasil 
rapat, dll). 

2)	 Mengelola dan mengembangkan website dan Bulletin IPHI 
untuk kepentingan organisasi IPHI.

3)	 Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi 
kegiatan kesekretariatan Pengurus Daerah;

4)	 Menandatangani surat-surat keluar dan kedalam bersama 
ketua dan atau Pengurus Daerah;

5)	 Menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara 
seremonial organisasi atas nama Pengurus Daerah dengan 
sepengetahuan Ketua; 

6)	 Memimpin rapat  Pleno  Pengurus Daerah  atas permintaan 
atau jika ketua berhalangan;

7)	 Memimpin delegasi pada kunjungan kerja organisasi, 
baik keluar maupun kedalam lingkungan orgtanisasi, atas 
permintaan ketua; 

8)	 Memberikan keterangan pers untuk merespons suatu peristiwa 
atau untuk menyampaikan sikap resmi organisasi ditingkat 
Kabupaten atas   sepengetahuan ketua; 

9)	 Menyiapkan agenda , bahan-bahan dan daftar hadir rapat Pleno 
Pengurus Daerah;

10)	Menyusun   risalah   rapat   dan   mendistribusikannya kepada 
peserta rapat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir 
selambat-lambatnya sebelum rapat berikutnya;
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11)	Menyusun  rancangan  Keputusan  Pengurus  Daerah yang 
bersifat legalisasi kepengurusan organisasi;

12)	Membagi tugas, bidang kerja dan wewenang dengan wakil 
Sekretaris untuk melaksnakan tugas dan wewenang tertentu 
dalam bidang tertentu;

13)	Melaporkan   seluruh   hasil   pelaksanaan   tugas   dan 
wewenangnya kepada Ketua.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Sekretaris 
bertanggungjawab kepada Ketua. 

f.	 Wakil Sekretaris I : H. Supriyanto, SHI.
	 Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris I

1)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sekretaris apabila 
yang bersangkutan berhalangan; 

2)	 Membantu tugas sekretaris sehari-hari, melaksanakan tugas 
dan wewenang tertentu yang diberikan oleh sekretaris; 

3)	 Membantu Sekreataris dalam menyusun dan melaksanakan 
program wakil ketua I sesuai dengan wilayah koordinasi 
pada pengurus bagian masing- masing; 

4)	 Melaporkan   seluruh   hasil   pelaksanaan   tugas   dan 
wewenangnya kepada ketua melalui sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sekretaris  I  
bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

g.	 Wakil Sekretaris II : H. Jaenudin, S.Ag., M.Si.
	 Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris II :

1)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sekretaris apabila 
yang bersangkutan berhalangan; 

2)	 Membantu tugas sekretaris sehari-hari, melaksanakan tugas 
dan wewenang tertentu yang diberikan oleh sekretaris; 

3)	 Membantu Sekreataris dalam menyusun dan melaksanakan 
program wakil ketua II sesuai dengan wilayah koordinasi 
pada pengurus bagian masing- masing; 

4) 	Melaporkan   seluruh   hasil   pelaksanaan   tugas   dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sekretaris II 
bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.
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h.	 Wakil Sekretaris III : H. Wahyudi, S.IP	
	 Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris III :

1)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sekretaris apabila 
yang bersangkutan berhalangan; 

2)	 Membantu tugas sekretaris sehari-hari, melaksanakan tugas 
dan wewenang tertentu yang diberikan oleh sekretaris; 

3)	 Membantu Sekreataris dalam menyusun dan melaksanakan 
program wakil ketua III sesuai dengan wilayah koordinasi 
pada pengurus bagian masing- masing; 

4)	 Melaporkan   seluruh   hasil   pelaksanaan   tugas   dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sekretaris III 
bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

i.	 Bendahara : Dra. Hj. Sunarti.
	 Tugas dan wewenang Bendahara

1)	 Memimpin pengelolaan atas penggalian, penyimpanan dan 
pemanfatan sumberdaya organisasi, baik dalam bentuk dana 
maupun harta benda lainnya untuk mendukung pembiayaan 
organisasi ( Mengelola harta/kekayaan (uang, inventaris, 
tagihan hutang dll) organisasi, mengelola keluar masuk dana 
organisasi, menerima, membukukan dan menyimpan sumber 
dana/kas. mengeluarkan uang/kas  dengan persetujuan ketua, 
menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang/kas,  
menyusun dan membuat laporan keuangan rutin (bulanan, 
tahunan dll). 

2)	 Menyusun  rancangan  anggaran  pendapatan  dan belanja 
organisasi bersama ketua untuk ditetapkan dalam rapat pleno 
Pengurus Daerah; 

3)	 Melakukan otorisasi terhadap pengalokasian dan pencairan 
dana orgnisasi dengan persetujuan Ketua; 

4)	 Membagi tugas, bidang kerja, dan lingkup wewenang dengan 
para bendahara/wakil bendahara untuk melaksanakan tugas 
dan wewenang tertentu dalam bidang tertentu; 

5)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Ketua;

Dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara 
bertanggung jawab kepada Ketua.
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j.	 Wakil Bendahara I : H. Ngadiman, S.Ag., M.Si.
	 Tugas dan wewenang Wakil Bendahara I :

1)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bendahara apabila 
yang bersangkutan berhalangan ;

2)	 Membantu Bendahara melaksanakan tugas sehari-hari, 
melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 
oleh Bendahara;

3)	 Membantu Bendahara dalam menyusun dan melaksanakan 
anggaran untuk belanja rutin organisasi dan perjalanan dinas 
Ketua dan atau pengurus lainnya serta belanja program dan 
pencintraan organisasi; 

4)	 Melaporkan   seluruh   hasil   pelaksanaan   tugas   dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Bendahara;

Dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara I 
bertanggung  jawab kepada Ketua melalui Bendahara.

k.	 Wakil Bendahara II : Drsa. H. Farchan Hariem, SE.
	 Tugas dan wewenang Wakil Bendahara II:

1)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bendahara apabila 
yang bersangkutan berhalangan ; 

2)	 Membantu Bendahara melaksanakan tugas sehari-hari, 
melaksanakan tugas dan wewenang  tertentu  yang diberikan 
oleh Bendahara; 

3)	 Membantu Bendahara dalam menyusun dan melaksanakan  
anggaran  untuk  belanja  program  dan pencitraan organisasi; 

4)	 Melaporkan   seluruh   hasil   pelaksanaan   tugas   dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Bendahara;
Dalam     melaksanakan     tugas     dan     wewenangnya, 
Bendahara  II  bertanggung  jawab  kepada  Ketua  melalui 
Bendahara.

4. Pengurus Bagian-Bagian
a.	 Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. 

1)	  Tugas dan wewenang Ketua Bagian :
a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  

program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 
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b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan  program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama  

Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 
f)	 Melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi/Intansi 

dalam rangka mewujudkan program.
g)	 Melaksanakan pendaftaran anggota dan menyerahkan 

Kartu Tanda Anggota kepada anggota yang telah terdaftar;
h)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Pendaftaran 

Anggota, serta melaporkan rekapitulasi Daftar Anggota 
kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah. 

i)	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.

2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian.
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

3)	 Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.
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b. Bagian Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan.
1)	 Tugas dan wewenang Ketua Bagian :

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  
program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan  program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama  

Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 
f)	 Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. 
g)	 Melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi/Intansi/

pengusaha dan Aghniya’ dalam rangka mewujudkan 
program. 

h)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Kegiatan, serta 
melaporkan rekapitulasi kegiatan kepada Ketua  melalui 
Wakil Ketua. 

i)	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.

2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian.
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.
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3)	 Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

c. Bagian Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan.
1). Tugas dan wewenang Ketua Bagian  :

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  
program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama  

Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 
f)	 Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, 

terutama Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan (mendirikan 
pos konsultasi ibadah haji dan umrah, merintis , rumah 
tahfidz dll).

g)	 Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan /
organisasi/Intansi/ pengusaha dan Aghniya’ dalam rangka 
mewujudkan program. 

h)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Kegiatan, serta 
melaporkan rekapitulasi kegiatan kepada Ketua  melalui 
Wakil Ketua. 

i)	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.
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2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian:
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

3)	 Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan; 

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

d. Bagian Usaha Dana dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
1)	 Tugas dan wewenang Ketua Bagian :

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  
program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama  

Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 
f)	 Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, 

terutama Usaha Dana dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif 
(mendirikan toko atau warung IPHI, memproduksi air 
mineral IPHI, sabun dll ). 

g)	 Melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi/Intansi/
pengusaha dan Aghniya’ dalam rangka mewujudkan 
program. 
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h)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Kegiatan, serta 
melaporkan rekapitulasi kegiatan kepada Ketua  melalui 
Wakil Ketua. 

i)	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.

2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian.
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

3)	  Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

e.	 Bagian Kesejahteraan Umat, Kesehatan dan Lingkungan.
1)	 Tugas dan wewenang Ketua Bagian :

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  
program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
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e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama  
Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 

g)	 Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, 
terutama untuk kesejahteraan umat, kesehatan dan 
lingkungan. 

h)	 Melakukan kerjasama dengan RS/Puskemas/ lembaga/
organisasi/ Intansi/ pengusaha dan Aghniya’ dalam rangka 
mewujudkan program. 

i)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Kegiatan, serta 
melaporkan rekapitulasi kegiatan kepada Ketua  melalui 
Wakil Ketua. 

j)	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.

2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian.
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

3)	 Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.
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f. Bagian Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Mualaf.
1)	 Tugas dan wewenang Ketua Bagian :

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  
program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama  

Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 
f)	 Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, 

terutama Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Mualaf.
g)	 Melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi/ Intansi/ 

pengusaha dan Aghniya’ dalam rangka mewujudkan 
program. 

h)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Kegiatan, serta 
melaporkan rekapitulasi kegiatan kepada Ketua  melalui 
Wakil Ketua. 

i)	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.

2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian.
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.
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3)	 Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

g. Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi.
1)	 Tugas dan wewenang Ketua Bagian :

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  
program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama 

Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 
f)	 Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, 

terutama Pemberdayaan Ekonomi umat dan Koperasi ( 
rekrutmen semua pengurus dan jemaah haji menjadi anggota 
Koperasi sembada IPHI Kabupaten Sleman). 

g)	 Melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi/ Intansi/ 
pengusaha dan Aghniya’ dalam rangka mewujudkan 
program. 

h)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Kegiatan, serta 
melaporkan rekapitulasi kegiatan kepada Ketua  melalui 
Wakil Ketua. 

i) 	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.
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2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian.
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

3)	 Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

h. Bagian Publikasi, Humas, Hubungan Kelembagaan dan Advokasi.
1)	 Tugas dan wewenang Ketua Bagian :

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanan  
program  dan  kebijakan  organisasi sesuai dengan bagian 
yang telah ditetapkan; 

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran  kegiatan  sesuai  dengan program  yang  telah 
ditetapkan; 

c)	 Melakukan   koordinasi,   sinkronisasi,   integrasi,   dan 
sinergi potensi sesama pengurus; 

d)	 Memimpin rapat-rapat Pengurus Bagian.
e)	 Menyelenggarakan  rapat-rapat Pengurus Bagian bersama  

Wakil Ketua PD.IPHI yang terkait. 
f)	 Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, 

terutama Publikasi kegiatan, Humas, Hubungan 
Kelembagaan dan Advokasi (memberikan pendampingan 
bagi anggota IPHI yang terkena kasus hukum). 

g)	 Melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi/ Intansi/ 
pengusaha dan Aghniya’ dalam rangka mewujudkan 
program. 
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h)	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Kegiatan, serta 
melaporkan rekapitulasi kegiatan kepada Ketua  melalui 
Wakil Ketua. 

i)	 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus 

Bagian bertanggungjawab dan memberikan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik 
kepada Ketua melalui wakil ketua Pengurus Daerah yang 
bersangkutan.

2)	 Tugas dan Wewenang Sekretaris Bagian.
a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 

dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

3)	 Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

(Peraturan Organisasi IPHI Nomor V Tahun 2010 Tentang Tata 
Kerja Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, LPQ 
Kemenag RI, Jakarta, Cet.1, hlm.74-153)

E. Keanggotaan IPHI Kabupaten Sleman.
Merujuk pada Anggaran Rumah TanggaIPHI, Bab I Keanggotaan 

pasal 1, bahwa Keanggotaan IPHI terdiri atas anggota biasa dan anggota 
kehormatan. Anggota biasa  yaitu setiap warga negara Indonesia yang 
beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji, sedangkan anggota 
Kehormatan, yaitu setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam 
dan telah menunaikan ibadah haji, serta berjasa bagi pengembangan dan 
kemajuan organisasi IPHI. 
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Jemaah haji Kabupaten Sleman pada 5 (lima) tahun terakhr (2015-
2020) diprediksi mencapai 5000 (lima ribu) lebih, namun belum semua 
terdaftar sebagai anggota IPHI. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi 
Pengurus di semua jenjang baik Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting 
IPHI untuk terus melakukan pendataan dan pendaftaran kepada jemaah 
haji agar menjadi anggota IPHI dan mendapatkan kartu anggota IPHI, 
sehingga akan dapat diberdayakan sesuai dengan kompetensinya yang 
dimiliki masing-masing. 

F. Program Kerja IPHI Kab. Sleman 2020-2025
1. Jangka Panjang  5 (lima) Tahun. 

a.	 Mendirikan tempat manasik Haji dan Umrah.
b. Mendirikan Pesantren Lansia

2. Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
a. Pengurus Harian.

1).  Kesekretariatan:   Mengelola   kesekretariatan   dan   urusan 
administrasi organisasi sehari-hari untuk mendukung 
pelaksanaan program.
a)	 Memfungsikan  kantor  sekretariat  IPHI lantai 1 Menara 

Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kab.Sleman.
b)	 Memfungsikan personal sekretaris dan  wakil-wakil sekretaris 

sesuai Job Discription/uraian tugas.
c)	 Mengusahakan sarana sekretariat IPHI Daerah seperti 

Komputer, printer, laptop, LCD & Layar, Wareless.
d)	 Menertibkan surat menyurat IPHI sesuai dengan pedoman 

Kesekretariatan PHI.
e)	 Menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Cabang masa 

bakti  2020-2025.
f)	 Melaksanakan  rapat  pengurus harian dan Ketua Bagian  

sebulan  dua kali pada hari Sabtu/minggu kedua
g)	 Melaksanakan  rapat  pengurus  pleno sebulan sekali.
h)	 Melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus Cabang 

semesteran (bulan Juni dan Desember).
i)	 Melaksanakan Rakerda satu tahun sekali, dilaksanakan 

paling lambat bulan Desember.
j)	 Melaksanakan Syawalan dan tasyakkur Harlah IPHI setiap 

tahun.
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k)	 Bersama pengurus Koperasi I P H I  Sembada  mengusahakan 
penataan tata ruang Kantor IPHI dan Sekretariat Koperasi 
dan perlengkapannya .

l)	 Mengusahan segenap pengurus IPHI periode 2020-2025 
menjadi anggota Koperasi IPHI Sembada Kabupaten Sleman.

m.	Menyusun laporan triwulan, smester dan Tahunan

2). Kebendaharawanan/Keuangan :  
a)	 Mengelola,  menggali,  menyimpan dan   memanfaatkan   

sumberdaya   organisasi   baik   dalam bentuk dana maupun 
harta benda lainnya untuk mendukung pembiayaan organisasi :

b)	 Menyusun  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja IPHI 
DIY.

c)	 Mengaktifkan iuran anggota melalui pengurus Cabang dan 
Ranting.

d)	 Bekerjasama dengan Pengurus Bagian terkait untuk 
mengumpulkan Infaq/ Shadaqah dari para hujjaj untuk biaya 
operasional IPHI Daerah, pengadaan tanah dan bangunan 
Manasik Haji, Klinik Kesehatan, Apotik Haji, Pondok Pesantren 
Lansia. 

e)	 Mengajukan  permohonan  bantuan  APBN  dan  APBD untuk 
biaya operasional IPHI.

f)	 Membangun kerjasama yang harmonis dengan Koperasi IPHI 
Sembada  untuk meningkatkan kesejahteraan Haji menuju 
pelestarian Haji Mabrur Sepanjang Hayat

g)	 Merintis program Tabungan/Arisan Haji dan Umrah.

3).  Program Kerja Bagian-Bagian
a)	 Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

(1)	Melakukan konsolidasi organisasi IPHI di seluruh tingkat 
IPHI Cabang se Kabupaten Sleman

(2)	Mendorong IPHI Cabang yang telah habis masa baktinya 
gar mengadakan Muscab IPHI

(3)	Melantik Pengurus Cabang IPHI Kapanewon se Kab. Sleman 
yang telah dikeluarkan SK Penetapannya

(4)	Mengadakan Pembinaan dan Pengkaderan Pengurus 
Cabang
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(5)	Mengkoordinir Pengadaan Pakaian Seragam IPHI bagi 
Pengurus dan Anggota IPHI Daerah, Cabang dan Ranting

(6)	Pendataan dan Penertiban Administrasi Keanggotaan IPHI 
Daerah, Cabang dan Ranting.

(7)	Mengusulkan Pembuatan KTA Pengurus dan Anggota IPHI  
kepada PW IPHI DIY

 (8)	Menginventarisir Alamat Sekretariat 17 Cabang IPHI dan 
Nomor Kontak Pengurusnya se Kab. Sleman

b)	 Bagian Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan. 
(1) Jangka Pendek 

(a)	Penerangan dan informasi Ibadah Haji melalui Media 
Cetak dan Elektronik (Radio, Televisi).

(b)	Mengintensifkan Kegiatan MTP IPHI Daerah, Cabang 
dan Ranting .

(c)	Membantu Pemerintah untuk memberantas dan 
memerangi penyakit masyarakat (Judi, Miras, Narkoba, 
Prostitusi dll. 

(d)	Melakukan Dakwah Bilhal, Membantu Korban bencana 
Alam, Para Dhua’fa dan Para Muallaf)  Kerjasama dengan 
Bagian Sosial & Pemberdayaan Muallaf.

(e)	Melanjutkan Pembentukan MTP disemua Cabang dan 
Ranting IPHI se Kab.Sleman 

(f)	Pembinaan Kesehatan lansia menghadapi Ramadhan
g)	 Penyuluhan malwaris 

( 2). Jangka Panjang.
 (a).	Merintis Pondok Pesantren Lansia

c)	 Bagian Pengkajian, Pendidikan dan Latihan.
(1)	Pengajian dan Pengkajian rutin IPHI
(2)	Kerjasama dengan Pemda Sleman, Kantor Kemenag Kab.

Sleman dalam Pembekalan Calon Jemaah Haji 
(3)	Menerbitkan buku Manasik Haji dan Umrah Praktis 

(untuk siswa, Calon Jemaah Haji, dll), Menjaga & 
Melestarikan Kemabruran Haji, Pernak-pernik Haji, dll. 

(4)	Digitalisasi  Buku  manasik  dan  menjaga kemabruran 
haji dan umrah.
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(5)	Kerjasama dengan Madrasah dan Sekolah dalam 
Pendidikan manasik  haji bagi  siswa RA/TK, MI/SD, 
MTs/SMP, MA/SMA. 

(6)	Mendirikan Pusat Konsultasi Haji di 17 Cabang IPHI
(7)	TOT Konsultan/Pembimbing Manasik Haji dan Umrah.
(8)	Training Capacity Building Pengurus Daerah dan Cabang 

IPHI

d)	 Bagian Usaha Dana dan Ekonomi Kreatif.
(1). Jangka Pendek.

(a)	Identifikasi anggota  IPHI Kab. Sleman yang mempunyai 
kegiatan wirausaha dengan melibatkan IPHI Cabang dan 
Ranting.

(b)	Memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap 
anggota IPHI yang akan berwirausaha.

(c)	Mengaktifkan iuran anggota IPHI dan Donatur untuk 
mendukung program kerja IPHI Daerah Kab.Sleman.

(d)	Membuat Gerai IPHI Daerah yang bisa digunakan untuk 
menampung hasil karya dari anggota IPHI Kab.Sleman

(e)	Sosialisasi Usaha Syariah berupa Pendidikan dan 
pelatihan.

(2). Jangka Panjang. 	
(a)	Mewujudkan tempat usaha yang bisa untuk menampung 

hasil karya dari anggota IPHI
(b)	Pengembangan Properti Syariah.
(c)	Mendukung dan mewujudkan program IPHI Kab.Sleman 

dalam usaha pengdan tempat manasik haji dan umrah. 

e)	 Bagian Kesejahteraan, Kesehatan dan Lingkungan.
(1)	Bantuan korban bencana alam
(2)	Khitanan massal
(3)	Santunan anak yatim piyatu
(4)	Menyelenggarakan sarasehan PHBS
(5)	Bantuan kaum dhuafa, fakir miskin
(6)	Pemeriksaan kesehatan massal
(7)	Bezuk/ Takziah bagi anggota Pengurus Daerah / Cabang 

/ Ranting yang mendapatkan musibah
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(8)	Mendirikan klinik kesehatan untuk melayani keluarga 
IPHI Sleman

f)	 Bagian Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Muallaf.
(1)	Penghimpunan dana kerjasama dengan BASNAS/ 

lembaga/ organisasi/ Intansi/pengusaha dan aghniya’ 
untuk Santunan fakir/miskin dan Mu’allaf 

(2)	Penghimpunan dana kerjasama dengan BASNAS/ 
lembaga/ organisasi/ Intansi/pengusaha dan aghniya’ 
untuk: Santunan bagi para ustadz/ustadzah TPA/TPQ 

(3)	Melakukan kunjungan ke panti-panti asuhan anak yatim, 
penyerahan    bantuan dalam rangka HARLAH IPHI  

(4)	Mengembangkan data-base mu’alaf bekerjasama dengan 
BAZNAS Kemenag/ KUA, Mu’alaf Center. 

(5)	Melaksanakan pembinaan, pengajian, pembimbingan 
dan konsultasi mu’alaf.

g)	 Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi
(1)	Pembahasan Draf Akta Pendirian
(2)	Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 3 tahun ke 

depan
(3)	Rapat Pendirian
(4)	Pengurusan Badan Hukum
(5)	Sosialisasi dan Penjaringan Anggota Koperasi ke 

Pengurus IPHI Daerah dan Cabang IPHI Kapanewon
(6)	Penyusunan RK dan RAPB

h)	 Bagian Publikasi, Humas, Hubungan Lembaga dan Advokasi.
(1)	Melakukan konsolidasi Pengurus  IPHI Bagian Publikasi, 

Hubungan Lembaga dan Advokasi dengan Pengurus 
Cabang IPHI se Kabupaten Sleman yang terkait. 

(2)	Melakukan pendataan anggota IPHI yang Sarjana Hukum 
dan sebagai Lawyer di Kabupaten Sleman

(3)	Memberikan bantuan advokasi bagi anngota IPHI yang 
memerlukan bantuan hukum

4)	 Pengadaan web IPHI tingkat Kabupaten sebagai sarana 
informasi, publikasi, konsultasi serta Dakwah
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(5)	Mempublikasikan program-program dan pelaksanaan 
kegiatan PD.IPHI 

(6)	Menerbitkan Bulletin IPHI Kabupaten Sleman
(7)	Melakukan koordinasi internal pengurus Bagian maupun 

eksternal dengan Instansi Pemerintah/ Lembaga/ Ormas/ 
Swasta 

G.	 Keuangan dan Kekayaan IPHI Kabupaten Sleman.
Bagian penting yang mutlak harus dilakukan oleh Pengurus Daerah, 

Cabang maupun Ranting Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten 
Sleman adalah menggali, mengelola dan pemanfaatan sumber-sumber 
keuangan untuk pembiayaan kegiatan, serta menggali, mengelola dan 
pemanfaatan terhadap kekayaan IPHI. 
1.	 Perolehan Keuangan dan Kekayaan. 

Keuangan dan kekayaan organisasi IPHI Kabupaten Sleman 
diperoleh dari :
a. Iuran anggota;
b. Zakat, Infak dan Sedekah dari anggota dan masyarakat;
c.  Sumbangan/bantuan masyarakat;
e. Hasil usaha organisasi;
f.  Kegiatan lain yang sah dan halal menurut hukum;
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah.
2. Iuran Anggota.

Iuran anggota adalah salah satu sumber keuangan dan kekayaan 
organisasi IPHI yang berasal dari anggota yang dibayarkan secara 
rutin kepada organisasi melalui Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia dalam jumlah tertentu sebagai kewajiban anggota.

Nilai  iuran anggota yang wajib dibayarkan pada setiap bulan oleh 
setiap anggota berdasarkan Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan 
Haji Indonesia Nomor VIII Tahun 2016 Tentang Iuran Anggota Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia, adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu 
rupiah). Adapun iuran anggota bagi Pengurus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan dan keputusan Pengurus  Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia di masing-masing tingkatan dengan tetap memperhatikan 
kebutuhan organisasi dan kemampuan masing-masing.

Iuran anggota tersebut dapat dibayarkan sekaligus 3 (tiga) bulan, 
6 (enam) bulan, atau 1 (satu) tahun sekali kepada organisasi dengan 
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memperhitungkan besaran nilai iuran pada setiap bulannya, yang 
pembayarannya dapat dilakukan secara berjenjang dari Pengurus 
Ranting ke Pengurus Cabang, dari Pengurus cabang ke Pengurus 
Daerah IPHI atau melalui Transfer bank ke rekening khusus atas nama 
organisasi IPHI Daerah..

3. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan IPHI.
a. Ketentuan Keuangan dan Kekayaan IPHI.( ART IPHI, Pasal 58).

a)	 Keuangan organisasi IPHI dikelola secara transparan dan 
akuntabel, serta professional.

b)	 Pengelolaan keuangan IPHI menggunakan rekening pada bank 
nasional.

c)	 Iuran  anggota  wajib  dikelola,  dilaporkan  dan  
dipertanggungjawabkan  sesuai dengan standar akuntansi 
secara umum.

d)	 Besaran iuran anggota beserta pembagiannya untuk masing-
masing struktur kepengurusan diatur dengan Peraturan 
Organisasi.

e)	 Seluruh  bantuan/sumbangan  atau  pendapatan  dari  usaha  
organisasi, masyarakat,  dan  pemerintah  wajib  dikelola  dan  
dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,  serta  diumumkan  kepada  publik secara berkala.

f)	 Seluruh kekayaan organisasi dikelola secara professional dan 
produktif serta didayagunakan secara sungguh-sungguh untuk 
kemajuan dan pengembangan organisasi.

b. 	Tata Cara Pengelolaan Iuran Anggota (Peraturan Organisasi Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia Nomor VIII Tahun 2016 Bab III Tata 
Cara Pengelolaan Iuran, Pasal 4).
1)	 Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 

berkewajiban membuka rekening bank atas nama organisasi 
untuk menghimpun dana dari iuran anggota;

2)	 Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
berkewajiban seluruh penerimaan iuran anggota dari 
pembayaran langsung ke dalam rekening bank;

3)	 Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
berkewajiban memberikan edaran kepada seluruh anggota 
melalui Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting.

4)	 Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
berkewajiban menetapkan sistem, prosedur dan alokasi 
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pemanfaatan iuran dengan memperhatikan kebutuhan dan 
prioritas program daerah.

5)	 Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berkewajiban 
memberikan salinan laporan penerimaan dan pemanfaatan iuran 
naggota kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat.

c.	 Pembagian Hasil (Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia Nomor VIII Tahun 2016 Bab III Tata Cara Pengelolaan Iuran, 
Pasal 5) .

	 Pembagian hasil pengumpulan iuran didasarkan pada prosentasi 
sebegai berikut :
1)	 Untuk Pengurus Pusat sebesar 10 % dari total iuran.
2)	 Untuk Pengurus Wilayah sebesar 10 % dari total iuran.
3)	 Untuk Pengurus Daerah sebesar 25 % dari total iuran.
4)	 Untuk Pengurus Pusat sebesar 25 % dari total iuran.
5)	 Untuk Pengurus Pusat sebesar 30 % dari total iuran.

H. 	 Koperasi IPHI Sembada Kabupaten Sleman. 
Koperasi IPHI adalah salah satu bentuk badan usaha organisasi 

IPHI sebagai sarana penunjang untuk membantu memenuhi kebutuhan 
dan keberlangsungan hidup organisasi, serta untuk menggerakkan dan 
mengembangkan potensi ekonomi anggota. 

Koperasi IPHI Sembada Kabupaten Sleman berdiri dan di launching 
pada tanggal  24 Februari 2018, sampai per bulan september 2020 tercatat 
149 orang anggota dan mempunyai aset Rp.111.820.773,00 (seratus sebelas 
juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). 
Pengurusan Badan hukumnya masih diproses berdasarkan peraturan 
UU Cipta Kerja yang  baru disahkan oleh Pemerintah. (Laporan Pengurus 
Koperasi Haji Syari’ah Sembada (KHSS) Kabupaten Sleman pada Laporan 
Tahunan tanggal 31 Oktober 2020).

Bila dilihat dari jumlah jemaah haji yang ada di Kabupaten Sleman 
sekitar 5000 (lima ribu) orang lebih, maka perlu dilakukan sosialiasi dan 
perekrutan anggota agar koperasi IPHI akan lebih dirasakan manfaatnya 
oleh anggota IPHI. Besaran Simpanan yang dibayar oleh setiap anggota 
koperasi IPHI adalah terdiri atas Simpanan pokok dibayar sekali sewaktu 
mendaftar yakni Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan simpanan 
wajib dibayar setiap bulan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).  

Koperasi IPHI Sleman berkantor bersama dengan Sekretarist IPHI 
Daerah Kabupaten Sleman di Lantai 1 Menara Masjid Agung Dr. Wahidin 
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Soedirohoesodo Kabupaten Sleman, Jln. Parasamya Beranlor Tridadi 
Sleman. Di tempat ini dibuka unit usaha koperasi berupa pengadaan 
oleh-oleh haji dan umrah serta perlengkapannya, dibuka setiap hari untuk 
melayani kebutuhan para jemaah haji dan atau calon jemaah haji/umrah. 

Susunan dan nama personalia Pengurus Koperasi Haji Syari’ah IPHI 
Sembada Kabupaten Sleman sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :
1. Ketua 			      : H. Madiyono, SE., MEK
2. Sekretaris		     :  H. Sunaryo
                        		        H. Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I
3. Bendahara 		     :  Ir.H. Yustinus Mahatma
                         		        Dra.Hj. Miatun Thoyibah, SH.
4. Pengawas Manajemen   : H. Suyono, M.Hum
                                                 H. Dulatif
5. Pengawas Syari’ah 	     : Drs. H. Muhammad sularno, M.Ag.
                                                 H. Tujahmin, S.Ag
6. Staf Manajemen  	      :  Yusuf Prasetiyono.

I. Majelis Taklim Perempuan IPHI Kabupaten Sleman.
1. Sekilas Berdirinya MTP Daerah Kabupaten Sleman.

Majelis Ta’lim Perempuan (MTP) IPHI adalah Badan  Pelaksana  
Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang 
melaksanakan tugas dan program khusus pembinaan dan 
pengembangan potensi kaum perempuan di lingkungan organisasi 
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.(Lampiran Peraturan 
Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor X 
Tahun 2016, Bab Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 2).

Keberadaan Majelis Taklim Perempuan IPHI merupakan lembaga 
bukan berbadan hukum, yang terbentuk seiring dengan berdirinya 
IPHI, demikian halnya MTP Daerah Kabupaten Sleman terbentuk 
mengiringi berdirinya IPHI Daerah Kabupaten Sleman. Menurut Ibu 
Dra.Hj. Miatun Thayyibah, SH sebagai aktivis dan penggerak MTP 
IPHI Kabupaten Sleman sejak tahun 2002 sampai sekarang (2021), 
bahwa nama MTP awalnya bernama Majelis Taklim Wanita (MTW) 
selanjutnya berubah nama menjadi Majelis Taklim Perempuan Al 
Mabrurah, kemudian tahun 2015 hasil Rakernas menetapkan nama 
menjadi Majelis Taklim Perempuan (MTP) sampai sekarang.

MTP Kabupaten Sleman terbentuk dari Daerah di tingkat 
Kabupaten, MTP Cabang di 17 Kecamatan/Kapanewon sampai 
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Ranting di 86 (delapan puluh enam) Desa/Kelurahan se Kabupaten 
Sleman, beranggotakan khusus perempuan yang beragama Islam dan 
telah menunaikan ibadah haji.   

2.	 Tugas dan Wewenang MTP
Tugas dan wewenang MTP Kabupaten Sleman sebagaimana 

amanat Anggaran Rumah Tangga IPHI Bab IV Badan Pelaksana 
Organisasi Pasal 28 ayat 5 dan 6 bahwa sebagai Badan  Pelaksana  
Organisasi  IPHI mempunyai tugas :

a.	 Melaksanakan program dan kebijakan organisasi sesuai dengan 
fungsi dan kekhususannya;

b.	 Memberikan   laporan  perkembangan  organisasi  secara  periodik  
kepada Pengurus Pusat;

c.	 Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode 
Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;

d.	 Memberikan pertanggungjawaban kepada Pengurus IPHI. 
	 Adapun wewenang  MTP adalah :

1).	Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan fungsi dan 
kekhususannya dengan mengacu pada program dan kebijakan 
IPHI;

2).	Menyusun dan melaksanakan Pedoman Kerja berdasarkan  
fungsi dan kekhususannya dengan berpedoman pada Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Program dan 
Kebijakan IPHI;

3).	Membangun jaringan dan kerjasama dengan badan/lembaga 
sejenis untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan 
Program Umum hasil Musyawarah Daerah;

4).	Mengevaluasi kinerja kepengurusan organisasi setiap 1(satu)
tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan 
sewaktu-waktu.

3.	 Struktur Organisasi MTP IPHI  Kabupaten Sleman.
Struktur organisasi Pengurus MTP IPHI Kabupaten Sleman 

berpedoman pada Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia Nomor X Tahun 2016 Tentang Pedoman Operasional 
Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, 
Bab V Struktur Organisasi dan Kepengurusan pasal 11-20). Bahwa  	
struktur kepengurusan MTP IPHI di semua tingkat organisasi, baik 
MTP Daerah, MTP Cabang serta MTP Ranting terdiri atas Dewan 
Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus. 
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a	 Struktur Organisasi dan Kepengurusan Daerah MTP IPHI 
Kabupaten Sleman.
	 Struktur organisasi Pengurus Daerah MTP IPHI Kabupaten 

Sleman masa bakti 2020-2025 sebagai berikut :
1)	 Dewan Penasehat terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil 

Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota, 
sesuai kebutuhan.

2)	 Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil 
Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota, 
sesuai kebutuhan.

3)	 Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus 
Bidang.

4)	 Pengurus Harian terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang 
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang wakil 
Sekretaris, Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara. 

5)	 Pengurus Bidang terdiri atas seorang Ketua, seorang 
Sekretaris dan beberapa orang anggota, dibentuk sesuai 
dengan kebutuhan Pengurus Daerah MTP berdasarkan 
program dan keputusan Musyawarah Daerah MTP IPHI 
Kab Sleman yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 
2020, yaitu terdiri atas 4 (empat) bidang sebagai berikut : 
(a)	Bidang Organisasi. 
(b)	Bidang Sosial dan Dakwah
(c)	Bidang Pendidikan dan Latihan 
(d)	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 

Komposisi dan nama personalia Pengurus Daerah MTP IPHI 
Kabupaten Sleman masa bakti 2020-2025 disusun oleh Formatur kemudian 
ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Daerah IPHI Kabupaten 
Sleman Nomor 3.001/Skep/PD-IPHI/XII/2020 Tanggal 5 Desember 2020 
M/ 20 Rabiul Akhir 1442 H, sebagaimana SK terlampir adalah sebagai 
berikut :

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS DAERAH
MAJLIS TAKLIM PEREMPUAN (MTP) IPHI KABUPATEN SLEMAN 

MASA BAKTI 2020 – 2025

I.   DEWAN PEMBINA
Ketua 	 : Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo
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Sekretaris	: Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
Anggota	 : Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes.
		  : Dr.Drs. H. Saliman, M.Pd.

II.  DEWAN PENASEHAT
Ketua	 : Dra. Hj. Luthfatul Latifah
Sekretaris	: Dra. Hj. Siti Nurdiyati, M.Pd.I
Anggota	 : Dra. Hj. Murtafiah
		  Dra. Hj. Endang Lilik Setyo Wulan. 

III.  DEWAN PENGURUS HARIAN	
1.	 Ketua			   : Hj. Miatun Thoyibah, SH
	 Wakil Ketua I		 : Hj. Umidah, SH
	 Wakil Ketua II	 : Hj. Suparni, S.Ag.
	 Wakil Ketua III	 : Dra. Hj. Rubiyati, M.Pd
2.	 Sekretaris		  : Dra. Hj. Sri Susanti
	 Wakil Sekretaris I	 : Hj. Sarju
	 Wakil Sekretaris II	 : Dra. Hj. Sri Haryanti
3.	 Bendahara 		  : Hj. Maryati
	 Wakil Bendahara I	 : Hj. Dwi Putriyanti
	 Wakil Bendahara II	 : Hj. Sofiah 

IV. BIDANG-BIDANG.
1)	 Bidang Organisasi.

Ketua	 : Dra. Hj. Karyati, M.Psi.
Sekretaris	 : Hj. Susilah, SIP
Anggota  	 : Hj. Sumiyati 
		   	   Hj. Siti Ambiyatun, BA 
	  	  `	   Dra. Hj. Titik Sihayati 
	  	   	   Hj. Rita Arnita Bety Mustikawati, SE

2)	 Bidang  Sosial dan Dakwah
Ketua      : Hj. Indri Dwi Iswandari, S.Ag.
Sekretaris  : Hj. Indah Nursantie, SKM 
Anggota    : Hj. Siti Setyaningsih
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		          Hj. Lestari
	  	          Hj. Yuliani Murtiningsih, S.Pd. 
	  	          Dra. Hj. Nisri Nun Ni’mah

3)	 Bidang Pendidikan dan Latihan
Ketua           : Hj. Siti Nurul Hamidah, S.Pd. 
Sekretaris    : Dra. Hj. Sudaryatun, M.Pd. 
Anggota      : Hj. Kamilah Sadiyah
		            Hj. Endang Siti Fatimah, SE  
		            Dra. Hj. Siti Asfiyah
  	            Hj. Imroatini

4)	 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
Ketua           :  Hj. Ismiyati Adib Susilo 
Sekretaris    :  Hj. Ukti Farida, S.Ag. 
Anggota      :  Hj. Sri Arumi 
		             Hj. Suprihatin
  	  	 Hj. Suharti
	 		  Dra. Hj. Sunarti.

b	 Struktur Organisasi dan Kengurusan Cabang MTP IPHI Kapanewon 
dan Ranting MTP IPHI Kelurahan. 

Struktur Organisasi dan Kengurusan Cabang MTP IPHI 
Kapanewon dan Ranting MTP IPHI Kelurahan terdiri atas Dewan 
Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus.
1)	 Dewan Penasehat terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil 

Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota, sesuai 
kebutuhan.

2)	 Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil 
Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota, sesuai 
kebutuhan.

3)	 Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus 
Bidang.

4)	 Pengurus Harian terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang 
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang wakil 
Sekretaris, Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara. 

5)	 Pengurus Bidang terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris 
dan beberapa orang anggota, dibentuk sesuai dengan kebutuhan 
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Pengurus Cabang dan Ranting MTP IPHI berdasarkan program 
dan keputusan Musyawarah Cabang dan Ranting  MTP IPHI 
meliputi 4 (empat) bidang sebagai berikut : 
(a)	Bidang Organisasi. 
(b)	Bidang Sosial dan Dakwah
(c)	Bidang Pendidikan dan Latihan 
(d)	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 

4.	 Hubungan Kerja Pengurus MTP dan Masa Jabatan Ketua MTP.
Hubungan kerja antara Pengurus MTP IPHI dengan Pengurus IPHI 

di semua tingkatan merupakan hubungan kerja horizontal organisatoris. 
Sedangkan hubungan kerja antara Pengurus Pusat dengan Pengurus 
Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan 
sebaliknya di lingkungan Pengrurus MTP IPHI merupakan hubugan 
kerja vertikal organisatoris.

Masa jabatan Ketua MTP IPHI Daerah, Ketua MTP IPHI Cabang, 
Ketua MTP IPHI Ranting memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun, 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 
1 (satu) kali masa jabatan. (Lampiran Peraturan Organisasi IPHI Nomor X 
Tahun 2016, Bab VI  Hubungan Kerja dan Masa Jabatan, Pasal 19 dan 20).

5.	 Bagan Struktur Organisasi MTP IPHI Daerah, MTP IPHI Cabang dan 
MTP IPHI Ranting se Kabupaten Sleman. 
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6.	 Program Kerja MTP Daerah IPHI Kabupaten Sleman.
a)	 Sekretariat dan Keuangan.

 1). Sekretariat
1. 	 Meningkatkan pengelolaan surat menyurat
2. 	 Meningkatkan ketertiban pengelolaan notulen dan daftar hadir 

rapat
3.	 Melaksanakan rapat pengurus MTP dan cabang
4.	 Melaksanakan Rakerda setahun sekali bersamaan dengan 

Rakerda IPHI
5.	 Memaksimalkan penyusunan data base anggota MTP se 

kabupaten Sleman.
6.	 Meningkatkan ketertiban administrasi organisasi

2). Keuangan
1. Memaksimalkan sumber dana keuangan dan kekayaan MTP 

diperoleh dari
a. Bantuan IPHI
b. Iuran anggota
c. Iuran pengurus
d. ZIS anggota dan masyarakat
e. Hasil usaha organisasi

b)	 Bidang Organisasi.
1). Meningkatkan kualitas kepemimpinan MTP IPHI daerah dan 

cabang
2). Menyelenggarakan rapat rutin pengururs MTP IPHI tingkat daerah 

bersama   MTP cabang sebulan sekali
3). Sosialisasi Mars dan Hymne IPHI
4). Memaksimalkan Pembuatan KTA  
5). Pengadaan pakaian seragam IPHI dan MTP IPHI
6). Berpartisipasi dalam Peringatan Harlah
7). Membantu pelaksanaan  manasik haji
8). Membuat data base anggota di tingkat daerah, cabang dan ranting
9). Memberikan pembinaan kepada pengurus MTP tingkat kecamatan/  

kunjungan/ silaturahmi
10). Mengintensifkan kegiatan MTP Cabang dan Ranting.

c)	 Bidang Sosial dan Dakwah.
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1). Melanjutkan kajian Al Quran Jumat siang
2). Pengajian pengurus
3). Santunan untuk dhuafa dan anak yatim
4). Kunjungan ke pengajian lansia
5). Membantu pelaksanaan manasik haji
6). Menyususn peta dakwah MTP
7). Mengumpulkan sebagian zakat MTP dan mentasyarufkan
8). Peduli bencana
9). Mengikuti acara siraman qolbu di TVRI  Yogyakarta
10). Wisata Religi

d)	 Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
1). Mengadakan kursus / pelatihan ketrampilan produktif
2). Menyelenggarakan ceramah seputar produksi halal
3). Ceramah tentang kekhalalan produk makanan dan obat-obatan
4). Mengadakan Pelatihan perawatan jenazah
5). Mengadakan pelatihan sholat khusyu’
6). Pelatihan pembimbing haji perempuan
7). Bersama IPHI mengadakan acara pelepasan calon haji dan 

mangayubagyo jamaah haji
8). Setiap pengajian MTP IPHI diadakan pemeriksaan kesehatan 

murah
9). Mengadakan senam dzikir lansia
10). Mengadakan pelatihan daur ulang sampah

e)	 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
1). Pelatihan Wira Usaha ( Enterpreneur )
2). Pelatihan Olahan Pangan
3). 	Sosialosasi pemanfaatan lahan untuk tanaman produktif
4).	Pelatihan penjualan produk melalui media online
5). Produksi perlengkapan haji dan souvenir
6). 	Mengadakan pelatihan ketrampilan pemanfaatan limbah sampah 

kering
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BAGIAN EMPAT
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS 

DAERAH, CABANG DAN RANTING IKATAN 
PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 

SE KABUPATEN SLEMAN 

Mengacu pada lampiran II Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan 
Haji Indonesia Tahun 2015  Nomor 05 Tahun 2015, Tentang Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga IPHI , bahwa Fungsi, Tugas dan Wewenang 
Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting adalah  sebagai berikut:
A.	 Pengurus Daerah. (ART IPHI Bagian Ketiga Pasal 10).

1.	 Pengurus Daerah adalah struktur organisasi dibawah Pengurus 
Wilayah berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan 
kebijakan organisasi IPHI  ditingkat Kabupaten/Kota. 

2.	 Pengurus Daerah memiliki tugas:
a.	 Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi; 
b.	 Menjalankan keputusan Musyawarah Daerah dan keputusan 

organisasi di atasnya; 
c.	 Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, 

kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi; 
d.	 Melaksanakan pendaftaran anggota dan menyerahkan Kartu 

Tanda Anggota kepada anggota yang telah terdaftar;
e.	 Menyimpan dan memelihara Dokumen Pendaftaran Anggota, serta 

melaporkan rekapitulasi Daftar Anggota kepada Pengurus Pusat 
melalui Pengurus Wilayah; 

f.	 Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi ditingkat 
Kabupaten/ Kota, baik kedalam maupun keluar; 

g.	 Melantik Pengurus Cabang; 



64

Drs.H.Noor Hamid, M.Pd.I

h.	 Dalam  hal  pelantikan,  Pengurus  Daerah  dapat  memberikan  
kehormatan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk 
melantik Pengurus Cabang; 

i.	 Melantik kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat 
Kabupaten/ Kota; 

j.  	 Memberikan  laporan  perkembangan  organisasi  secara  periodik  
kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;

k.	 Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah. 

2. Pengurus Daerah memiliki wewenang :
a.	 Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
b.	 Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, 

dan kegiatan organisasi tingkat Kabupaten/Kota lainnya; 
c.	 Menghadiri Musyawarah Cabang; 
d.	 Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Badan Pelaksana 

Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota dan kepengurusan organisasi 
di tingkat bawahnya;

e.	 Mengusulkan kepada Pengurus Wilayah mengenai pemberian 
sanksi terhadap pengurus  yang melakukan pelanggaran Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin 
Organisasi, dan  Peraturan Organisasi IPHI; 

f.	 Mengajukan  diri  sebagai  Pengurus  Daerah  Berprestasi  kepada  
Pengurus Wilayah untuk mendapatkan penghargaan organisasi 
“IPHI Award” dari Pengurus Pusat; 

g.	 Membentuk dan menetapkan kepengurusan Bagian dan Badan 
Pelaksana Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota; 

h.	 Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Cabang sesuai 
dengan hasil Musyawarah Cabang; 

i.	 Membekukan  Pengurus  Cabang  dengan  ketentuan  yang  
diatur  dalam Peraturan Organisasi; 

j.	 Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi, badan/
lembaga, dan alat kelengkapan organisasi di tingkat Kabupaten/
Kota setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa 
dapat dilakukan sewaktu-waktu.
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B.	 Pengurus Cabang (ART IPHI Bagian Keempat, Pasal 11)
1.	 Pengurus Cabang adalah struktur organisasi di bawah Pengurus 

Daerah berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan 
kebijakan organisasi IPHI di tingkat Kecamatan/Kapanewon;

2.	 Pengurus Cabang memiliki tugas :
a. 	 Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi;
b.	 Menjalankan keputusan Musyawarah Cabang dan keputusan 

organisasi di atasnya;
c.	 Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, 

kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
d. 	Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat 

Kecamatan/Kapanewon;
e. 	 Memberikan  laporan  perkembangan  organisasi  secara  periodik  

kepada Pengurus Daerah;
f.  Melantik Pengurus Ranting;
g. Dalam  hal  pelantikan,  Pengurus  Cabang  dapat  memberikan  

kehormatan kepada Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk 
untuk melantik Pengurus Ranting;

h. 	Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

3.	 Pengurus Cabang memiliki wewenang:
a. 	 Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan/

Kapanewon;
b.	 Menyelenggarakan Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Cabang, 

dan kegiatan organisasi tingkat Kecamatan/Kapanewon lainnya;
c.  Menghadiri Musyawarah Ranting;
d. 	Mengesahkan  komposisi dan  personalia  Pengurus  Ranting  

sesuai dengan hasil Musyawarah Ranting; 
e.  Membekukan  Pengurus  Ranting  dengan  ketentuan  yang  

diatur  dalam Peraturan Organisasi;
f.  	Membentuk dan menetapkan kepengurusan Seksi Pengurus 

Cabang;
g. 	Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan organisasi di 

tingkat bawahnya;
h. 	Mengusulkan kepada Pengurus Daerah mengenai pemberian 

sanksi terhadap pengurus organisasi yang melakukan pelanggaran 
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Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin 
Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;

i.  	 Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi di tingkat 
Kecamatan/Kapanewon dan Desa/ Kelurahan setiap 1 (satu) tahun 
sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-
waktu.

C.	 Pengurus Ranting (ART IPHI Bagian Kelima, Pasal 12)
1.	 Pengurus  Ranting  adalah  struktur  organisasi  di  bawah  Pengurus  

Cabang berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan 
kebijakan organisasi IPHI di tingkat Desa/Kelurahan;

2.	 Pengurus Ranting memiliki tugas :
a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi;
b.	 Menjalankan keputusan Musyawarah Ranting dan keputusan 

organisasi di atasnya;
c.	 Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, 

kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
d.	 Menyelenggarakan   kegiatan   administrasi   organisasi   di   tingkat   

Desa/ Kelurahan;
e.  	Memberikan  laporan  perkembangan  organisasi  secara  periodik  

kepada
	 Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang;
f.	 Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting.

3.	 Pengurus Ranting memiliki wewenang:
a. 	 Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan;
b. 	Menyelenggarakan  Musyawarah  Ranting,  dan  kegiatan  organisasi  

tingkat
	 Desa/Kelurahan lainnya;
c. 	 Membentuk  dan  menetapkan  kepengurusan  Kelompok  Kerja  

Pengurus
	 Ranting; 
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d.	 Mengusulkan   kepada   Pengurus   Cabang   mengenai   pemberian   
sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, 
dan Peraturan Organisasi IPHI;

e.	 Mengevaluasi kinerja kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) 
tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan 
sewaktu-waktu.
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BAGIAN LIMA

STRUKTUR KEPENGURUSAN, URAIAN TUGAS 
DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH, CABANG 

DAN RANTING IKATAN PERSAUDARAAN HAJI 
INDONESIA SE KABUPATEN SLEMAN 

A.	 Struktur Kepungurusan IPHI
1.	 Struktur Pengurus Daerah IPHI 

Struktur Pengurus IPHI Daerah diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga IPHI pasal 16 adalah sebagai berikut :
a.	 Pengurus Daerah IPHI terdiri atas : Dewan Penasihat; Dewan 

Pembina; Dewan Pengurus.
b.	 Dewan  Penasihat  terdiri  atas  seorang  ketua,  seorang  wakil  

ketua,  seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai 
dengan kebutuhan.

c.	 Dewan  Pembina  terdiri  atas  seorang  Ketua,  seorang  Wakil  
Ketua,  seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai 
dengan kebutuhan.

d.	 Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus 
Bagian.

e.	 Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 11 orang terdiri atas : 
1)	 Seorang ketua;
2)	 Wakil-wakil ketua, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
3)	 Seorang sekretaris;
4)	 Wakil-wakil sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
5)	 Seorang bendahara;
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6)	 Wakil-wakil bendahara, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
f.	 Bagian-bagian dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Daerah 

berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah 
Daerah. 
Pengurus Bagian terdiri atas : a. Ketua, b. Sekretaris  c. Anggota. 
(Peraturan Organisasi IPHI Nomor V Tahun 2010 Tentang Tata 
Kerja Organisasi IPHI, pasal 71).

2.	 Struktur Pengurus Cabang IPHI.
Struktur Pengurus Cabang IPHI diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga IPHI Bagian Keempat Pasal 17.
a.	 Pengurus Cabang IPHI terdiri atas : Dewan Penasihat; Dewan 

Pembina; Dewan Pengurus.
b.	 Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai 

dengan kebutuhan.  (terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris 
dan beberapa Anggota)

c.	 Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan 
kebutuhan. (terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 
beberapa Anggota).

d.	 Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Seksi.
e.	 Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang terdiri atas :

1)	 Seorang ketua;
2)	 Seorang wakil ketua;
3)	 Seorang sekretaris;
4)	 Seorang wakil sekretaris;
5)	 Seorang bendahara;
6)	 Seorang wakil bendahara.

f.	 Seksi-seksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Cabang 
berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah 
Cabang.

3.	 Struktur Pengurus Ranting IPHI.
Struktur Pengurus Ranting IPHI diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga IPHI Bagian Kelima Pasal 18.
a.	 Pengurus Ranting IPHI terdiri atas : Dewan Penasihat; Dewan 

Pembina; Dewan Pengurus. 
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b.	 Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai 
dengan kebutuhan. (Seorang  ketua,  seorang  wakil  ketua,  seorang 
sekretaris, dan beberapa orang anggota) .

c.	 Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan 
kebutuhan. (Seorang  ketua,  seorang  wakil  ketua,  seorang 
sekretaris, dan beberapa orang anggota)  

d.	 Dewan Pengurus Ranting IPHI terdiri atas Pengurus Harian dan 
Kelompok Kerja. 

e.	 Pengurus Harian terdiri sebanyak-banyaknya 6 (enam) terdiri atas :
1)	 Seorang ketua;
2)	 Seorang wakil ketua;
3)	 Seorang sekretaris;
4)	 Seorang wakil sekretaris;
5)	 Seorang bendahara;
6)	 Seorang wakil bendahara.

f.	 Kelompok Kerja dibentuk  sesuai  dengan   kebutuhan  Pengurus  
Ranting berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan 
Musyawarah Ranting.

B.	 Uraian Tugas dan Wewenang Pengurus IPHI Daerah, IPHI Cabang 
dan IPHI Ranting Se Kab. Sleman.

Uraian tugas dan wewenang Pengurus IPHI berikut ini adalah 
berpedoman  pada Peraturan Organisasi IPHI Nomor V Tahun 2016 
Tentang Tata Kerja Organisasi IPHI, Bab III Tata Kerja Organisasi Bagian 
Ketiga Pengurus Daerah, Pasal 42-55, Bagian Keempat Pengurus Cabang 
Pasal 56-69 dan Bagian Kelima Pengurus Ranting, Pasal 10-82. Dan 
mengadopsi dari Peraturan Organisasi IPHI Nomor V Tahun 2010 Tentang 
Tata Kerja Organisasi IPHI, Bab III Bagian Ketiga Pengurus Daerah, Pasal 
55-72, Bagian Keempat Pengurus Cabang Pasal 73-86 dan Bagian Kelima 
Pengurus Ranting, Pasal 87-95 yang masih relevan dengan kepengurusan 
IPHI Kabupaten Sleman. 
1.	 Uraian Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah IPHI Kabupaten

a.	 Dewan Penasehat 
1). Tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Penasehat:

a)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota 
Penasehat; 

b)	 Memimpin rapat-rapat Penasehat;
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c)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para 
Anggota Penasehat;

d)	 Memberikan  nasehat  dan  arahan,  baik  diminta maupun  
tidak,  kepada  Pengurus Daerah untuk dijadikan bahan 
dalam pengambilan keputusan organisasi. 

2). Tugas dan wewenang Anggota Dewan Penasehat:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

Penasehat apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan; 
c)	 Memberikan nasehat dan arahan, baik diminta maupun 

tidak,  kepada Pengurus Daerah untuk dijadikan bahan 
dalam pengambilan keputusan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
1)	 Pimpinan dan Anggota Penasehat  bertanggungjawab 

kepada Musyawarah Daerah melalui Pengurus Daerah;
2)	 Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

Penasehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah kepada 
Musyawarah Daerah.

b.	 Dewan Pembina
 1). Tugas dan wewenang Pimpinan Pembina:

a)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota Pembina;
b)	 Memimpin rapat-rapat Pembina;
c)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para 

Anggota Pembina;
d)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik 

diminta maupun tidak, kepada Pengurus Daerah dalam 
rangka pelaksanaan program organisasi;

e)	 Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses 
penanggulangan dan penyelesaian masalah organisasi 
kepada Pengurus Daerah.

2). Tugas dan wewenang Anggota Pembina:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

Pembina apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan;
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c)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik 
diminta maupun tidak, kepadaPengurus Daerah dalam 
rangka pelaksanaan program organisasi;

d)	 Memberikan   masukan   dan   pertimbangan   dalam   proses   
penanggulangan   dan penyelesaian masalah organisasi 
kepada Pengurus Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
1)	 Pimpinan dan  Anggota Pembina bertanggungjawab  

kepada Musyawarah  Daerah melalui Pengurus Daerah;
2)	 Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

Pembina menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah kepada 
Musyawarah Daerah. 

c.	 Dewan Pengurus Harian 
1).  Ketua Pengurus Daerah

Tugas dan wewenang Ketua :
a)	 Memimpin dan mengendalikan   pengelolaan   organisasi   

sehari-hari ditingkat Kabupaten;
b)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja dalam pelaksanaan 

program dan kebijakan di antara unsur Pengurus Daerah 
dan atau alat kelengkapan organisasi;

c)	 Merumuskan langkah-langkah taktis dan strategis untuk 
mencapai tujuan organisasi;

d)	 Memantau dan mengawasi perkembangan atas pelaksanaan 
program dan kebijakan Pengurus Daerah;

e)	 Menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam sendiri 
dan atau bersama Sekretaris atau pengurus harian lainnya 
sesuai dengan kebutuhan organisasi;

f)	 Mewakili organisasi berhadapan dengan pihak luar, 
termasuk saat berperkara di muka pengadilan;

g)	 Menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara 
seremonial organisasi atas nama Pengurus Daerah;

h)	 Memimpin Rapat Pleno Pengurus Daerah;
i)	 Memimpin delegasi pada kunjungan kerja organisasi, baik 

keluar maupun ke dalam lingkungan organisasi, dan dapat 
diwakilkan kepada unsur Pengurus Daerah;
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j)	 Memberikan keterangan pers  untuk merespons suatu 
peristiwa atau   untuk menyampaikan sikap resmi organisasi 
di tingkat Kabupaten;

k)	 Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
organisasi bersama Bendahara untuk ditetapkan dalam 
rapat pleno Pengurus Daerah; 

l)	 Mengkoordinasikan kegiatan unsur Pengurus Daerah dalam 
melakukan pembinaan dan pengembangan kepemimpinan, 
serta program dan kebijakan organisasi;

m)	Memelihara situasi yang kondusif bagi pengembangan 
dinamika, soliditas, dan kolektivitas kepemimpinan 
organisasi.

Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  Ketua  
bertanggung  jawab  kepada Musyawarah Daerah mewakili 
seluruh unsur Pengurus Daerah.

2).  Wakil Ketua I
Tugas dan wewenang Wakil Ketua I 

a)	 Melaksanakan fungsi, tugas  dan  wewenang  Ketua  apabila  
yang bersangkutan berhalangan

b)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Pengurus Bagian 
dalam lingkup bagian sesuai pembagian tugas dari Ketua;

c)	 Membina dan mengembangkan kepemimpinan dan 
kegiatan Bagian dalam lingkup Bidang Wakil Ketua yang 
bersangkutan;

d)	 Memimpin rapat koordinasi Bagian dalam lingkup Bidang 
Wakil Ketua yang bersangkutan 

e)	 Menyusun dan melaksanakan program Bagian dalam 
lingkup Bidang Wakil Ketua yang bersangkutan 

f)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program 
Bagian dalam lingkup Bidang Wakil Ketua yang bersangkutan 
secara periodik dalam rapat pleno Pengurus Wilayah

g)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Ketua I 
bertanggung jawab kepada Ketua.
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3).  Wakil Ketua II
Tugas dan wewenang Wakil Ketua II :

a)	 Melaksanakan fungsi, tugas  dan  wewenang  Ketua  apabila  
yang bersangkutan berhalangan

b)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Pengurus Bagian 
dalam lingkup bagian sesuai pembagian tugas dari Ketua;

c)	 Membina dan mengembangkan kepemimpinan dan 
kegiatan Bagian dalam lingkup Bidang Wakil Ketua yang 
bersangkutan;

d)	 Memimpin rapat koordinasi Bagian dalam lingkup Bidang 
Wakil Ketua yang bersangkutan 

e)	 Menyusun dan melaksanakan program Bagian dalam 
lingkup Bidang Wakil Ketua yang bersangkutan 

f)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program 
Bagian dalam lingkup Bidang Wakil Ketua yang bersangkutan 
secara periodik dalam rapat pleno Pengurus Wilayah

g)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Ketua II 
bertanggung jawab kepada Ketua.

4). Wakil Ketua III. 
Tugas dan wewenang Wakil Ketua III :

a)	 Melaksanakan fungsi, tugas  dan  wewenang  Ketua  apabila  
yang bersangkutan berhalangan

b)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Pengurus Bagian 
dalam lingkup bagian sesuai pembagian tugas dari Ketua;

c)	 Membina dan mengembangkan kepemimpinan dan 
kegiatan Bagian dalam lingkup Bidang Wakil Ketua yang 
bersangkutan;

d)	 Memimpin rapat koordinasi Bagian dalam lingkup Bidang 
Wakil Ketua yang bersangkutan 

e)	 Menyusun dan melaksanakan program Bagian dalam 
lingkup Bidang Wakil Ketua yang bersangkutan 

f)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program 
Bagian dalam lingkup Bidang Wakil Ketua yang bersangkutan 
secara periodik dalam rapat pleno Pengurus Wilayah
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g)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Ketua III 
bertanggung jawab kepada Ketua.

5).  Sekretaris
Tugas dan wewenang Sekretaris:
a)	 Memimpin pengelolaan kesekretariatan dan urusan 

administrasi organisasi sehari-hari untuk mendukung 
pelaksanaan program dan kebijakan Pengurus Daerah;

b)	 Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi 
kegiatan kesekretariatan Pengurus Daerah;

c)	 Menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam bersama 
Ketua dan atau Pengurus Daerah;

d)	 Menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara 
seremonial organisasi atas nama Pengurus Daerah dengan 
sepengetahuan Ketua;

e)	 Memimpin   Rapat   Pleno   Pengurus   Daerah   atas   
permintaan   atau   jika   Ketua berhalangan;

f)	 Memimpin delegasi pada kunjungan kerja organisasi, 
baik keluar maupun ke dalam lingkungan organisasi, atas 
permintaan Ketua; 

g)	 Memberikan keterangan pers untuk merespons suatu 
peristiwa atau untuk menyampaikan sikap resmi organisasi 
di tingkat Kabupaten dengan sepengetahuan Ketua;

h)	 Menyiapkan agenda, bahan-bahan, dan daftar hadir rapat 
pleno Pengurus Daerah; 

i)	 Menyusun risalah rapat dan mendistribusikannya kepada 
peserta rapat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir 
selambat-lambatnya sebelum rapat berikutnya;

j)	 Menyusun rancangan-rancangan Keputusan Pengurus 
Daerah yang bersifat legalisasi kepengurusan organisasi;

k)	 Membagi  tugas,  bidang  kerja,  dan  wewenang  dengan  
para  Sekretaris  untuk melaksanakan tugas dan wewenang 
tertentu dalam bidang tertentu;

l)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua.
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Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretaris   
bertanggung jawab kepada Ketua.

6).  Wakil Sekretaris I
Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris I:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang  Sekretaris 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Sekretaris;
c)	 Membantu Wakil Ketua I dalam menyusun dan 

melaksanakan program sesuai dengan bidang masing-
masing;

d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Sekretaris 
I bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

7).  Wakil Sekretaris II
 Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris II:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Sekretaris 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Sekretaris;
c)	 Membantu Wakil Ketua II dalam menyusun dan 

melaksanakan program sesuai dengan bidang masing-
masing;

d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Sekretaris 
II bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

8).  Wakil Sekretaris III
 Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris III:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Sekretaris 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Sekretaris;
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c)	 Membantu Wakil Ketua III dalam menyusun dan 
melaksanakan program sesuai dengan bidang masing-
masing;

d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Sekretaris 
III bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

9).  Bendahara 
Tugas dan wewenang Bendahara:
a)	 Memimpin pengelolaan atas penggalian, penyimpanan, dan 

pemanfaatan sumberdaya organisasi, baik dalam bentuk 
dana maupun harta benda lainnya untuk mendukung 
pembiayaan organisasi;

b)	 Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
organisasi bersama Ketua untuk ditetapkan dalam rapat 
pleno Pengurus Daerah;

c)	 Melakukan otorisasi terhadap pengalokasian dan pencairan 
dana organisasi dengan persetujuan Ketua;

d)	 Membagi tugas, bidang kerja, dan lingkup wewenang 
dengan para Bendahara untuk melaksanakan tugas dan 
wewenang tertentu;

e)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara 
bertanggung jawab kepada Ketua.

10).	Wakil Bendahara I
Tugas dan wewenang Wakil Bendahara I:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bendahara 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Bendahara;
c)	 Membantu Bendahara dalam menyusun dan melaksanakan 

anggaran untuk belanja rutin organisasi dan perjalanan dinas 
Ketua dan atau pengurus lainnya, serta belanja program dan 
pencintraan organisasi.

d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Bendahara.
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Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Bendahara 
I bertanggung jawab kepada Ketua melalui Bendahara.

11).	Wakil Bendahara II
Tugas dan wewenang Wakil Bendahara II:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bendahara 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Bendahara;
c)	 Membantu Bendahara dalam menyusun dan melaksanakan 

anggaran untuk belanja rutin organisasi dan perjalanan dinas 
Ketua dan atau pengurus lainnya, serta belanja program dan 
pencintraan organisasi.

d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Bendahara.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Bendahara 
II bertanggung jawab kepada Ketua melalui Bendahara.

d.	 Pengurus Bagian 
1). Tugas dan wewenang Ketua Bagian:

a)	 Membantu Wakil Ketua Pengurus Daerah dalam pelaksanaan 
program dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Menyusun rencana kegiatan,jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran kegiatan sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

c)	 Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi 
potensi sesama pengurus Bagian;

d)	 Memimpin rapat-rapat Bagian.
e)	 Menyelenggarakan rapat-rapat Bagian bersama Wakil Ketua 

yang bersangkutan. 
2). Tugas dan wewenang Sekretaris Bagian:

a)	 Membantu Ketua Bagian dalam pelaksanaan program 
dan kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;
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c)	 Membantu Ketua Bagian dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

3). Tugas dan wewenang Anggota Bagian:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Bagian  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Bagian 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Bagian dalam menyiapkan 
bahan rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Bagian.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
1)	 Ketua Bagian bertanggungjawab kepada Ketua melalui 

Wakil Ketua Pengurus Daerah yang terkait;
2)	 Sekretaris  Bagian  bertanggungjawab  kepada  Ketua  

melalui  Wakil  Ketua  Pengurus Daerah yang terkait di 
bawah koordinasi Ketua Bagian;

3)	 Anggota Bagian bertanggungjawab kepada Ketua 
melalui Wakil Ketua Pengurus Daerah yang terkait di 
bawah koordinasi Ketua Bagian.

2.	 Uraian Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang IPHI.
a. Dewan Penasehat

1). Tugas dan wewenang Pimpinan Penasehat:
a)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota 

Penasehat;
b)	 Memimpin rapat-rapat Penasehat;
c)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para 

Anggota Penasehat;
d)	 Memberikan  nasehat  dan  arahan,  baik  diminta  maupun  

tidak,  kepada  Pengurus Cabang untuk dijadikan bahan 
dalam pengambilan keputusan organisasi. 

2).  Tugas dan wewenang Anggota Penasehat:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

Penasehat apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan;
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c)	 Memberikan  nasehat  dan  arahan,  baik  diminta  maupun  
tidak,  kepada  Pengurus Cabang untuk dijadikan bahan 
dalam pengambilan keputusan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
(1)	Pimpinan dan Anggota Penasehat  bertanggungjawab 

kepada Musyawarah Cabang melalui Pengurus Cabang;
(2)	Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

Penasehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang kepada 
Musyawarah Cabang.

b.	 Pembina
1). Tugas dan wewenang Pimpinan Pembina: 

a)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota Pembina;
b)	 Memimpin rapat-rapat Pembina;
c)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para 

Anggota Pembina;
d)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik 

diminta maupun tidak, kepada Pengurus Cabang dalam 
rangka pelaksanaan program organisasi;

e)	 Memberikan   masukan   dan   pertimbangan   dalam   proses   
penanggulangan   dan penyelesaian masalah organisasi 
kepada Pengurus Cabang.

2). Tugas dan wewenang Anggota Pembina:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

Pembina apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan;
c)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik 

diminta maupun tidak, kepada Pengurus Cabang dalam 
rangka pelaksanaan program organisasi;

d)	 Memberikan   masukan   dan   pertimbangan   dalam   proses   
penanggulangan   dan penyelesaian masalah organisasi 
kepada Pengurus Cabang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
1)	 Pimpinan  dan  Anggota  Pembina    bertanggungjawab  

kepada  Musyawarah  Cabang melalui Pengurus Cabang;
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2)	 Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab 
Pembina menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang kepada 
Musyawarah Cabang.

c.	 Pengurus Harian Cabang IPHI
1). Ketua

Tugas dan wewenang Ketua :
a)	 Memimpin dan  mengendalikan   pengelolaan   organisasi   

sehari-hari di tingkat Kecamatan/Kapanewon;
b)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja dalam pelaksanaan 

program dan kebijakan di antara unsur Pengurus Cabang;
c)	 Merumuskan langkah-langkah taktis dan strategis untuk 

mencapai tujuan organisasi;
d)	 Memantau dan mengawasi perkembangan atas pelaksanaan 

program dan kebijakan Pengurus Cabang;
e)	 Menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam sendiri 

dan atau bersama Sekretaris atau pengurus harian lainnya 
sesuai dengan kebutuhan organisasi;

f)	 Menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara 
seremonial organisasi atas nama Pengurus Cabang;

g)	 Memimpin Rapat Pleno Pengurus Cabang;
h)	 Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

organisasi bersama Bendahara untuk ditetapkan dalam 
rapat pleno Pengurus Cabang;

i)	 Mengkoordinasikan  kegiatan  Seksi-Seksi
j)	 Memelihara situasi yang kondusif bagi pengembangan 

dinamika, soliditas, dan 
k)	 kolektivitas kepemimpinan organisasi.
Dalam melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  Ketua 
bertanggung  jawab kepada Musyawarah Cabang mewakili 
seluruh unsur Pengurus Cabang.

2).  Wakil Ketua
Tugas dan wewenang Wakil Ketua :
a)	 Melaksanakan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  Ketua  

apabila  yang  bersangkutan berhalangan;



83

Merajut Ukhuwah, Menjaga dan Melestarikan Kemabruran Haji bersama IPHI Sleman

b)	 Melakukan  koordinasi  dan  sinergi  potensi  Pengurus  
Seksi.

c)	 Membina dan mengembangkan kepemimpinan dan 
kegiatan  Seksi; 

d)	 Memimpin rapat koordinasi Seksi; 
e)	 Menyusun dan melaksanakan program Seksi; 
f)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program Seksi 

secara periodik dalam rapat pleno Pengurus Cabang;
g)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya kepada Ketua.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Ketua 
bertanggung jawab kepada Ketua.

3).  Sekretaris
1). Tugas dan wewenang Sekretaris:

a)	 Memimpin pengelolaan kesekretariatan dan urusan 
administrasi organisasi sehari-hari untuk mendukung 
pelaksanaan program dan kebijakan Pengurus Cabang;

b)	 Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi 
kegiatan kesekretariatan Pengurus Cabang;

c)	 Menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam 
bersama Ketua dan atau Pengurus Cabang;

d)	 Memimpin  Rapat  Pleno  Pengurus  Cabang  atas  
permintaan  atau  jika  Ketua berhalangan;

e)	 Memimpin delegasi pada kunjungan kerja organisasi, 
baik keluar maupun ke dalam lingkungan organisasi, 
atas permintaan Ketua;

f)	 Menyiapkan agenda, bahan-bahan, dan daftar hadir 
rapat pleno Pengurus Cabang, serta menyusun risalah 
rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat;

g)	 Membagi  tugas,  bidang  kerja,  dan  wewenang  dengan  
Wakil  Sekretaris  untuk melaksanakan tugas organisasi;

h)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretaris   
bertanggung jawab kepada Ketua.
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4).  Wakil Sekretaris
Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris:

a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang  Sekretaris 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang 
diberikan oleh Sekretaris;

c)	 Membantu Sekretaris dalam menyusun dan 
melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan;

d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Sekretaris  
bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

5).  Bendahara
Tugas dan wewenang Bendahara:
a)	 Memimpin pengelolaan atas penggalian, penyimpanan, dan 

pemanfaatan sumberdaya organisasi, baik dalam bentuk 
dana maupun harta benda lainnya untuk mendukung 
pembiayaan organisasi;

b)	 Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
organisasi bersama Ketua untuk ditetapkan dalam rapat 
pleno Pengurus Cabang;

c)	 Melakukan otorisasi terhadap pengalokasian dan pencairan 
dana organisasi dengan persetujuan Ketua;

d)	 Membagi tugas, bidang kerja, dan lingkup wewenang dengan 
Wakil Bendahara untuk melaksanakan tugas organisasi;

e)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara 
bertanggung jawab kepada Ketua.

6).  Wakil Bendahara
Tugas dan wewenang Wakil Bendahara:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bendahara 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Bendahara;
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c)	 Membantu  Bendahara     dalam  menyusun   dan  
melaksanakan   anggaran  untuk pembiayaan organisasi;

d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua melalui Bendahara.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Bendahara 
bertanggung jawab kepada Ketua melalui Bendahara. 

d. Pengurus Seksi
1). Ketua Seksi

Tugas dan wewenang Ketua Seksi:
a)	 Membantu Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Cabang 

dalam pelaksanaan program dan kebijakan organisasi sesuai 
dengan bidang yang telah ditetapkan;

b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran kegiatan sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

c)	 Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi 
potensi sesame pengurus Seksi;

d)	 Memimpin rapat-rapat Seksi. 
e)	 Menyelenggarakan rapat-rapat Seksi bersama Ketua dan 

atau wakil Ketua. 
2).  Sekretaris Seksi

Tugas dan wewenang Sekretaris Seksi:
a)	 Membantu Ketua Seksi dalam pelaksanaan program dan 

kebijakan organisasi sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Seksi 
apabila yang bersangkutan berhalangan;

c)	 Membantu Ketua Seksi dalam menyiapkan bahan rapat 
dan membuatkan notulasi rapat-rapat Seksi.

3).  Anggota Seksi
Tugas dan wewenang Anggota Seksi:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Seksi  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi sesuai dengan bidang 
yang telah ditetapkan;

b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Seksi 
apabila yang bersangkutan berhalangan;



86

Drs.H.Noor Hamid, M.Pd.I

c)	 Membantu Ketua/Sekretaris Seksi dalam menyiapkan bahan 
rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Seksi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
1)	 Ketua Seksi bertanggungjawab kepada Ketua melalui 

Wakil Ketua Pengurus Cabang;
2)	 Sekretaris Seksi bertanggungjawab kepada Ketua melalui 

Wakil Ketua Pengurus Cabang di bawah koordinasi 
Ketua Seksi;

3)	 Anggota Bagian bertanggungjawab kepada Ketua melalui 
Wakil Ketua Pengurus Cabang di bawah koordinasi 
Ketua Seksi.

3.	 Uraian Tugas dan Wewenang Pengurus Ranting IPHI
a. Dewan Penasehat.

1). Tugas dan wewenang Pimpinan Penasehat:
a) Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota Penasehat; 
b) Memimpin rapat-rapat Penasehat;
c) Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para 

Anggota Penasehat;
d)	 Memberikan  nasehat  dan  arahan,  baik  diminta  maupun  

tidak,  kepada  Pengurus Ranting untuk dijadikan bahan 
dalam pengambilan keputusan organisasi. 

2).  Tugas dan wewenang Anggota Penasehat:
a) Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

Penasehat apabila yang bersangkutan berhalangan; 
b) Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan;
c) Memberikan  nasehat  dan  arahan,  baik  diminta  maupun  

tidak,  kepada  Pengurus Ranting untuk dijadikan bahan 
dalam pengambilan keputusan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
(1)	Pimpinan dan Anggota Penasehat  bertanggungjawab 

kepada Musyawarah Ranting melalui Pengurus Ranting;
(2)	Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

Penasehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting kepada 
Musyawarah Ranting.
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b.	 Pembina
1). Tugas dan wewenang Pimpinan Pembina: 

a)	 Melakukan koordinasi dan sinergi potensi Anggota Pembina;
b)	 Memimpin rapat-rapat Pembina;
c)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja di antara para 

Anggota Pembina;
d)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik 

diminta maupun tidak, kepada Pengurus Ranting dalam 
rangka pelaksanaan program organisasi;

e)	 Memberikan   masukan   dan   pertimbangan   dalam   proses   
penanggulangan   dan penyelesaian masalah organisasi 
kepada Pengurus Ranting.

2). Tugas dan wewenang Anggota Pembina:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

Pembina apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Mengambil bagian dalam bidang kerja yang telah ditetapkan;
c)	 Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik 

diminta maupun tidak, kepada Pengurus Ranting dalam 
rangka pelaksanaan program organisasi;

d)	 Memberikan masukan dan pertimbangan dalam  proses   
penanggulangan dan penyelesaian masalah organisasi 
kepada Pengurus Ranting.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
1)	 Pimpinan  dan  Anggota  Pembina    bertanggungjawab  

kepada  Musyawarah  Ranting melalui Pengurus Ranting;
2)	 Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

Pembina menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting kepada 
Musyawarah Ranting.

c.	 Pengurus Harian Ranting IPHI
1). Ketua Pengurus Ranting IPHI

Tugas dan wewenang Ketua :
a)	 Memimpin   dan   mengendalikan   pengelolaan   organisasi   

sehari-hari   di   tingkat Desa/kelurahan;
b)	 Membagi tugas dan pembidangan kerja dalam pelaksanaan 

program dan kebijakan di antara unsur Pengurus Ranting;
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c)	 Menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam sendiri 
dan atau bersama Sekretaris atau pengurus harian lainnya;

d)	 Menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara 
seremonial organisasi atas nama Pengurus Ranting;

e)	 Memimpin Rapat Pleno Pengurus Ranting;
f)	 Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

organisasi bersama Bendahara untuk ditetapkan dalam 
rapat pleno Pengurus Ranting;

g)	 Memelihara situasi yang kondusif bagi pengembangan 
dinamika, soliditas, dan 

h)	 kolektivitas kepemimpinan organisasi.
Dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya,  Ketua 
bertanggung  jawab kepada Musyawarah Ranting mewakili 
seluruh unsur Pengurus Ranting.

2). Wakil Ketua
 Tugas dan wewenang Wakil Ketua :
a)	 Melaksanakan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  Ketua  

apabila  yang  bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan program dan kebijakan organisasi sesuai 

dengan hasil Musyawarah Ranting;
c)	 Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program 

secara periodik dalam rapat pleno Pengurus Cabang;
d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya kepada Ketua.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Ketua 
bertanggung jawab kepada Ketua.

3).  Sekretaris
Tugas dan wewenang Sekretaris:
a)	 Memimpin pengelolaan kesekretariatan dan urusan 

administrasi organisasi sehari-hari untuk mendukung 
pelaksanaan program dan kebijakan Pengurus Ranting;

b)	 Menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam bersama 
Ketua dan Wakil Ketua;

c)	 Memimpin  Rapat  Pleno  Pengurus  Ranting  atas  
permintaan  atau  jika  Ketua berhalangan;
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d)	 Menyiapkan agenda, bahan-bahan,  daftar hadir, serta 
menyusun risalah rapat pleno Pengurus Ranting;

e)	 Membagi  tugas,  bidang  kerja,  dan  wewenang  dengan  
Wakil  Sekretaris  untuk melaksanakan tugas organisasi;

f)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretaris    
bertanggung jawab kepada Ketua.

4).  Wakil Sekretaris
Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang  Sekretaris 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Sekretaris;
c)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya kepada Ketua melalui Sekretaris.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Sekretaris  
bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

5).  Bendahara
Tugas dan wewenang Bendahara:
a)	 Memimpin pengelolaan atas penggalian, penyimpanan, dan 

pemanfaatan sumberdaya organisasi, baik dalam bentuk 
dana maupun harta benda lainnya untuk mendukung 
pembiayaan organisasi;

b)	 Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
organisasi bersama Ketua untuk ditetapkan dalam rapat 
pleno Pengurus Ranting;

c)	 Melakukan otorisasi terhadap pengalokasian dan pencairan 
dana organisasi dengan persetujuan Ketua;

d)	 Membagi tugas, bidang kerja, dan lingkup wewenang dengan 
Wakil Bendahara untuk melaksanakan tugas organisasi;

e)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Ketua.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara 
bertanggung jawab kepada Ketua.
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6).  Wakil Bendahara
Tugas dan wewenang Wakil Bendahara:
a)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bendahara 

apabila yang bersangkutan berhalangan;
b)	 Melaksanakan tugas dan wewenang tertentu yang diberikan 

oleh Bendahara;
c)	 Membantu  Bendahara     dalam  menyusun   dan  

melaksanakan   anggaran  untuk pembiayaan organisasi;
d)	 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya kepada Ketua melalui Bendahara.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wakil Bendahara 
bertanggung jawab kepada Ketua melalui Bendahara.

d.	 Kelompok Kerja
1).  Ketua Kelompok Kerja

Tugas dan wewenang Ketua Kelompok Kerja:
a)	 Membantu Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Ranting dalam 

pelaksanaan program dan kebijakan organisasi;
b)	 Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan  

anggaran kegiatan sesuai dengan bidang yang telah 
ditetapkan;

c)	 Memimpin rapat-rapat Kelompok Kerja.
d)	 Menyelenggarakan rapat-rapat Kelompok Kerja bersama 

Ketua dan atau Wakil Ketua Pengurus Ranting.
2).  Sekretaris Kelompok Kerja

Tugas dan wewenang Sekretaris Kelompok Kerja:
a)	 Membantu  Ketua  Kelompok  Kerja  dalam  pelaksanaan  

program  dan  kebijakan organisasi;
b)	 Membantu Ketua Kelompok Kerja dalam menyiapkan bahan 

rapat dan membuatkan notulasi rapat-rapat Kelompok 
Kerja.

3).  Anggota Kelompok Kerja
Tugas dan wewenang Anggota Kelompok Kerja:
a)	 Membantu  Ketua/Sekretaris  Kelompok  Kerja  dalam  

pelaksanaan  program  dan kebijakan organisasi sesuai 
dengan bidang yang telah ditetapkan;
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b)	 Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua/Sekretaris 
Kelompok Kerja apabila yang bersangkutan berhalangan;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya :
1)	 Ketua Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Ketua 

melalui Wakil Ketua Pengurus Ranting;
2)	 Sekretaris  Kelompok  Kerja  bertanggungjawab  kepada  

Ketua  melalui  Wakil  Ketua Pengurus Ranting di bawah 
koordinasi Ketua Kelompok Kerja;

3)	 Anggota Kelompok Kerja Kelompok Kerja 
bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua 
Pengurus Ranting di bawah koordinasi Ketua Kelompok 
Kerja.

C.	 Hubungan Kerja Organisasi
1.	 Hubungan kerja antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah, 

Pengurus Daerah, Pengurus  Cabang,  Pengurus  Ranting dan  
sebaliknya merupakan  hubungan  kerja vertikal organisatoris, 
termasuk dengan Pengurus Perwakilan Luar Negeri;     .

2.	 Hubungan kerja adalah bersifat koordinatif, konsultatif, dan instruktif 
yang didasarkan pada asas efektifitas dan efisiensi untuk mencapai 
tujuan organisasi. (Peraturan Organisasi IPHI Nomor V Tahun 2016 
Tentang Tata Kerja Organisasi IPHI Pasal 79 ayat 1 dan 2) 
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D.	 Bagan Struktur Organisasi Pengurus Daerah,  Cabang dan Ranting 
IPHI

1. Bagan Struktur Organisasi Pengurus Daerah IPHI Kab/Kota

2. Bagan Struktur Organisasi Pengurus Cabang IPHI Kecamatan/
Kapanewon
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3. Bagan Struktur Organisasi Pengurus Ranting IPHI
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BAGIAN ENAM

KESEKRETARIATAN ORGANISASI IPHI DAERAH, 
CABANG DAN RANTING SE KABUPATEN SLEMAN

Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IPHI pasal 60 ayat 1 menyebutkan 
bahwa, untuk menjalankan administrasi organisasi, IPHI membentuk 
sekretariat di berbagai struktur kepengurusan IPHI. 

Ketentuan mengenai sekretariat IPHI tertuang dalam Peraturan 
Organisasi IPHI Nomor V Tahun 2016 Tentang Tata Kerja IPHI, Bab V 
Sekretariat Organsasi  pasal 81 ayat 1 menyatakan bahwa Sekretariat 
Organisasi adalah alat kelengkapan organisasi yang berfungsi sebagai 
pusat kegiatan pelayanan administrasi dan kesekretariatan organisasi untuk 
menunjang ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan pelaksanaan program 
dan kebijakan organisasi. 
A.	 Sekretariat Organisasi. 

1.	 Sekretariat Organisasi IPHI di semua tingkat Daerah, Cabang dan 
Ranting terdiri atas:
a. Kepala Sekretariat;
b. Biro Umum;
c. Biro Urusan Dalam
d. Biro Dukungan Logistik.

2.  Kepala Sekretariat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab bersama para Staf dengan tugas adalah sebagai berikut :
a.	 Melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan; 
b.	 Memberikan informasi mengenai agenda dan kegiatan organisasi; 
c.	 Menyampaikan undangan rapat, surat dan dokumen organisasi; 
d.	 Menyiapkan bahan, daftar hadir dan jamuan rapat; 
e.	 Menyusun dan mendistribusikan notulasi rapat; 
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f.	 Memelihara arsip dan dokumentasi organisasi; 
g.	 Menjaga rahasia organisasi; 
h.	 Menyiapkan perlengkapan perjalanan dinas Pengurus; 
i.	 Menyiapkan sarana dan prasarana kerja Pengurus; 
j.	 Menjalankan instruksi Pengurus; 
k.	 Menjaga kebersihan, kenyamanan, kerapian, dan keamanan 

lingkungan kantor; 
l.	 Memelihara jaringan listrik dan telepon kantor; 
m.	Memelihara segala milik dan barang inventaris milik organisasi; 
n.	 Mengelola  urusan logistik dan kerumahtanggaan organisasi;
o. Mengelola urusan protokoler organisasi; 
p. Mengelola urusan pers dan media massa; 
q. Mengelola anggaran rutin organisasi; 
r. Ikut mendorong terwujudnya kinerja dan etos kerja organisasi yang 

positif; 
s. Tugas-tugas lain sesuai dengan kebutuhan.
 Dalam melaksanakan tugas :
a.	 Kepala Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal 

untuk Sekretariat Pengurus Pusat, dan kepada Sekretaris untuk 
Sekretariat Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang 
dan Pengurus Ranting;

b.	 Staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
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Bagan struktur Sekretariat IPHI

B.	 Kesekretariatan dan Ketatausahaan IPHI.
Kesekretariatan dan Ketatausahaan IPHI diatur dalam Peraturan 

Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor I Tahun 2016  
Tentang Pedoman Kesekretariatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, 
sebagai berikut :
1.	 Ketentuan Umum.

a) Pedoman Kesekretariatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia   
adalah acuan teknis dan operasional dalam bidang administrasi 
dan kesekretariatan yang berlaku secara nasional di lingkungan 
organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

b) Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah kantor 
yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi, dan pusat 
pengendalian operasional organisasi dalam rangka pelaksanaan 
program dan kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan 
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

c)	 Pengurus  Ikatan  Persaudaraan  Haji  Indonesia  adalah  Pengurus  
Pusat  di  tingkat nasional, Pengurus Wilayah di tingkat provinsi, 
Pengurus Daerah di tingkat kabupaten/kota, Pengurus Cabang 
di tingkat kecamatan, dan Pengurus Ranting di tingkat  desa/
kelurahan,   serta  Pengurus  Perwakilan  di   Luar  Negeri,  
termasuk Pengurus Badan Pelaksana.
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2.	 Kesekretariatan.
a.	 Kedudukan Sekretariat

Kedudukan Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk 
Pengurus Daerah,   Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting 
adalah sebagai berikut :
1)	 Pengurus Daerah di Kabupaten/Kota;
2)	 Pengurus Cabang di Kecamatan/Kapanewon
3)	 Pengurus Ranting di Desa/Kelurahan.

b.	 Fasilitas Sekretariat
Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia  sekurang-
kurangnya memiliki fasilitas ruangan  yang dapat difungsikan 
sebagai berikut :
1)	 Ruang Kerja Pengurus;
2)	 Ruang Rapat;
3)	 Ruang Perpustakaan;
4)	 Ruang Tamu;
5)	 Musholla;
6)	 Dapur;
7)	 Kamar Mandi / WC.

c.	 Sarana Pendukung Sekretariat
Sekretariat  Ikatan  Persaudaraan  Haji  Indonesia  sekurang-
kurangnya  memiliki  sarana pendukung sebagai berikut:
1)	 Komputer;
2)	 Printer;
3)	 Pesawat Telepon;
4)	 Mesin Faksimil.

d.	 Kelengkapan Sekretariat
Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sekurang-
kurangnya dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
1)	 Lambang Garuda Pancasila, 
2)	 Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
3)	 Bendera Merah Putih; 
4)	 Pataka Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
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e.	  Papan Nama
1)	 Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memiliki papan 

nama sebagai identitas organisasi dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a.	 Berbentuk persegi dengan perbandingan 2 : 1 (panjang : 

tinggi);
b.	 Berukuran tinggi minimal 60 cm;
c.	 Memuat logo Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tulisan 

tingkat kepengurusan dan nama Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia, serta alamat lengkap sekretariat;

d.	 Warna dasar putih, logo Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
dan tulisan hitam;

e.	 Dipasang di bagian depan Sekretariat Ikatan Persaudaraan 
Haji Indonesia di semua tingkat kepengurusan Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia. 

2) 	Disain  papan  nama  organisasi  Ikatan  Persaudaraan  Haji   
Indonesia  untuk  semua tingkat kepengurusan, sebagaimana 
contoh pada lampiran 1.

f.	 Ketata Usahaan
1)	 Jenis Surat

a)	 Surat-surat resmi di lingkungan organisasi Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia adalah sebagai berikut :
(1)	Surat Keputusan;
(2)	Instruksi;
(3)	Surat Mandat
(4)	Surat Tugas; 
(5)	Surat Kuasa;
(6)	Surat Keterangan;
(7)	Surat Resmi Biasa/Rutin;
(8)	Surat Edaran;
(9)	Peraturan Organisasi;
(10) Memo.

b)	 Surat Keputusan adalah surat yang berisi pengesahan 
terhadap kepengurusan wilayah, daerah, dan perwakilan luar 
negeri Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; pembentukan 
badan/lembaga; pembentukan kepanitiaan/tim ad hoc; dan 
pembentukan alat kelengkapan organisasi lainnya.
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c)	 Surat Instruksi adalah surat yang isinya bersifat perintah 
atau petunjuk atau arahan untuk melaksanakan suatu 
tugas/pekerjaan tertentu yng bersumber pada peraturan dan 
kebijakan organisasi agar dapat dilaksanakan oleh strata 
organisasi dibawahnya.

d)	 Surat Mandat adalah surat yang berisi pemberian 
wewenang tertentu yang bersifat sementara kepada seorang 
atau beberapa orang untuk mewakili organisasi Ikatan 
Persaudaraan   Haji   Indonesia,   baik   kedalam   maupun   
keluar   dalam   bidang   atau kepentingan tertentu.

e)	 Surat Tugas adalah surat  yang berisi penugasan tertentu  
yang bersifat sementara kepada seorang atau beberapa orang 
untuk melaksanakan tugas organisasi Ikatan Persaudaraan   
Haji   Indonesia,   baik   kedalam   maupun   keluar   dalam   
bidang   atau kepentingan tertentu.

f)	 Surat Kuasa adalah surat yang berisi pemberian kekuasaan 
terbatas, baik yang bersifat sementara maupun permanen 
dalam kurun waktu tertentu kepada seorang atau beberapa 
orang untuk mewakili organisasi Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia, baik kedalam maupun  keluar  dalam  bidang  atau  
kepentingan  tertentu  yang  dipersyaratkan  oleh ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

g)	 Surat Keterangan adalah surat yang berisi keterangan 
mengenai kebenaran identitas seseorang atau kebenaran 
kepemilikan hak seseorang atau organisasi yang diperlukan 
untuk yang bersangkutan atau pihak lain.

h)	 Surat Resmi Biasa/Rutin adalah surat yang berisi 
pemberitahuan, laporan, jawaban, atau penjelasan terhadap 
suatu kebijakan organisasi untuk diketahui dan dilaksanakan, 
baik kedalam maupun keluar  sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan organisasi.

i)	 Surat Edaran adalah surat  yang berisi pemberitahuan, 
maklumat, atau penjelasan terhadap  suatu  kebijakan  
organisasi  yang  harus  diketahui  dan  dilaksanakan  
dengan segera, baik kedalam maupun keluar sesuai dengan 
kebutuhan organisasi.

j)	 Surat Pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan sikap 
mengenai suatu hal, baik yang ditulis dan ditandatangani 
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oleh perorangan maupun kelembagaan atas nama jabatan 
organisasi dan mencerminkan sikap resmi organisasi.
1.	 Peraturan Organisasi adalah surat yang berisi pengaturan 

mengenai keorganisasian yang ditetapkan oleh Pengurus 
Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai 
penjabaran  dari  Anggaran  Dasar dan  Anggaran  Rumah 
Tangga  yang  menjadi  acuan dalam menjalankan roda 
organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

2.	 Memo adalah surat yang bersifat internal dan interaktif 
antar pengurus, baik vertikal maupun horizontal 
di lingkungan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia.

3.	 Contoh jenis surat resmi sebagaimana contoh dalam  
lampiran 2. 

2)	 Bentuk Kop Surat
Bentuk kop surat organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
memiliki  ketentuan sebagai berikut:
a)	 Kertas surat berwarna putih bersih dan berukuran A4; 
b)	 Mencantumkan Logo Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di 

ujung kiri atas;
c)	 Mencantumkan   nama   dan   penerbit   surat   sesuai   

tingkat   kepengurusan   Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
di bagian atas surat;

d)	 Mencantumkan alamat penerbit surat sesuai tingkat 
kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di bawah 
nama dan penerbit surat sesuai tingkat kepengurusan Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia; 

e)	 Bentuk kop surat sebagaimana contoh pada lampiran 3.

3)	 Format Surat
Format surat organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
memiliki ketentuan sebagai berikut:
1)	 Tanggal Surat 
	 Tanggal surat terletak di kanan atas surat. Tanggal surat 

diawali dengan lokasi dikeluarkannya surat kemudian 
disambung tanggal/bulan/tahun masehi dan tanggal/bulan/
tahun hijriah.

	 Contoh: Jakarta, 24 September 2010 M/15 Syawal 1431 H
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2)	 Nomor Surat
	 Nomor Surat terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu: Kode  Nomor  

Jenis  Surat,  Nomor  urut surat,  Jenis Surat,  Penerbit  Surat,  
Bulan,  Tahun dengan contoh:  

Nomor : 3.001/SKep/PP- IPHI/IX/2010

3)	 Kode Jenis Surat
	 Kode jenis surat digunakan untuk memudahkan klasifikasi 

jenis surat dan agar mudah diingat/dihafal. Kode jenis surat 
disusun sebagai berikut:

Kode Nomor 
Jenis
Surat

Jenis Surat Kode Jenis Surat

1 Surat Keputusan Skep

2 Surat Instruksi Sins

3 Surat Mandat SM

4 Surat Tugas ST

5 Surat Kuasa Sku

6 Surat Keterangan Sket

7 Surat Edaran SE

8 Surat Pernyataan SP

9 Peraturan Organisasi PO

10 Memo Memo

4)	 Nomor Urut
	 Nomor urut merupakan penomoran surat yang dimulai dari 

nomor 001 sampai dengan tak terbatas dan diperbaharui  
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kembali dengan nomor 001 setiap periode penggantian 
kepengurusan.

5)	 Penerbit/pengirim Surat
	 Dalam penomoran surat dicantumkan penerbit/pengirim 

surat dengan mencantumkan tingkat kepengurusan Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia, yakni PP-IPHI, PW-IPHI, PD-
IPHI, PC-IPHI, atau PR-IPHI.

6)	 Bulan
	 Pencantuman bulan menggunakan angka rumawi, yakni :

I = Januari VII = Juli
II = Pebruari VIII = Agustus
III = Maret IX = September
IV = April X = Oktober
V = Mei XI = November
VI = Juni XII = Desember

7)	 Tahun
	 Pencantuman tahun menggunakan Tahun Masehi : 2010, 

2011, 2012… Dst.
8)	 Lampiran surat
	 Lampiran surat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan 

surat dan berguna untuk memberi keterangan banyaknya 
berkas yang terlampir. Kemudian pada bagian kiri atas 
halaman lampiran dicantumkan nomor dan tanggal surat. 

	 Contoh :
	 Lampiran  : 3 (tiga) berkas
9)	 Pokok Surat (Perihal)
	 Pokok surat atau perihal dibuat secara ringkas dan jelas 

sehingga dapat diketahui maksud isi surat. 
	 Contoh :
	 Perihal      : Instruksi Rakernas
10)	Alamat Tujuan
	 Alamat tujuan terletak di bawah perihal, segaris lurus di 

bawah nomor surat, lampiran dan   perihal.   Jika   alamat   
ditujukan   kepada   Lembaga   atau   Instansi   maka 
penyebutannya  bukan pada lembaga/instansi  bersangkutan 
tetapi kepada  Pengurus atau Pimpinan Lembaga/Instansi 
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tersebut. Jika surat tersebut ditujukan pada salah satu 
unit/bagian yang ada pada lembaga/Instansi tersebut maka 
setelah penyebutan Pimpinan/Pengurus Lembaga/Instansi 
yang bersangkutan, hendaknya dilengkapi dengan “cq” 
yang berarti “melalui”. Kemudian alamat ditulis secara 
lengkap nama jalan, kota dan kode pos dari yang dituju.

11)	Kata Permulaan dan Penutup Surat
	 Kata permulaan dibuka dengan “Assalamu’alaikum Wr. 

Wb” dan ditutup dengan “Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. 
12)	Isi Surat
	 Sistematika isi surat adalah sebagai berikut :

(1)	Pengantar;
(2)	Isi/pokok surat/uraian persoalan;
(3)	Penutup.

13)	Penerbit Surat
	 Penerbit surat ditulis setelah penutup surat dalam huruf 

besar/kapital dan disusun rata tengah yang terdiri dari 
nama penerbit surat sesuai tingkatan, nama organisasi dan 
penandatangan.

14)	Tembusan
a)	 Seluruh surat resmi, baik internal maupun eksternal 

ditembuskan kepada Ketua Dewan Penasehat dan Ketua 
Dewan Pembina di semua tingkat kepengurusan Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia.

b)	 Seluruh surat resmi, baik internal maupun eksternal 
Pengurus Daerah ditembuskan kepada Pengurus Wilayah 
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

c)	 Seluruh surat resmi, baik internal maupun eksternal 
Pengurus Cabang ditembuskan kepada Pengurus Daerah 
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

d)	 Seluruh surat resmi, baik internal maupun eksternal 
Pengurus Ranting ditembuskan kepada Pengurus 
Cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

4)	 Penandatanganan Surat
a)	 Untuk  Surat  Keputusan dan Surat Instruksi,  maka  

penandatangan  surat  adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus 
Daerah/Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang/Ketua dan 
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Sekretaris Pengurus Ranting Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia.

b)	 Untuk surat-surat resmi eksternal yang ditujukan kepada 
Instansi/Lembaga organisasi di pusat maupun di daerah, 
kecuali Surat Perjanjian Kerjasama atau Piagam Penghargaan, 
maka penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris 
Pengurus Daerah/Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang/
Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting Ikatan Persaudaraan 
Haji Indonesia.

c)	 Khusus untuk surat-surat resmi eksternal yang ditujukan 
kepada Pimpinan Lembaga Internasional/Pimpinan 
Pemerintahan Negara Asing/Kedutaan Besar Negara Asing, 
maka penandatangan surat adalah Ketua Umum Pengurus 
Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

d)	 Untuk surat-surat resmi biasa/rutin internal organisasi 
seperti Surat Mandat, Surat Tugas, Surat Kuasa, dan Surat 
Keterangan,  maka penandatangan surat adalah Ketua 
Pengurus Daerah/Ketua Pengurus Cabang/Ketua Pengurus 
Ranting Ikatan Persaudaraan  Haji  Indonesia,  dan atau 
dapat didelegasikan kepada Pengurus Harian lainnya 
sesuai dengan bidang dan fungsinya, serta sesuai dengan 
kepentingan dari surat tersebut.

e)	 Untuk surat-surat resmi biasa/rutin internal seperti 
Undangan Rapat, Pemberitahuan Kegiatan, dan sejenisnya, 
maka penandatangan surat adalah Sekretaris Pengurus 
Daerah/Sekretaris Pengurus Cabang Sekretaris Pengurus 
Ranting Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan atau 
dapat didelegasikan kepada Pengurus Harian lainnya 
sesuai dengan bidang dan fungsinya, serta sesuai dengan 
kepentingan dari surat tersebut.

5)	 Cap/Stempel
Untuk keabsahan surat-menyurat dan dokumen resmi Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia digunakan cap/stempel Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia  dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a)	 Cap/stempel berbentuk lingkaran dengan diameter 1,5 cm;
b)	 Tinta cap/stempel berwarna biru tua (dark blue);
c)	 Logo Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia diletakkan di 

tengah lingkaran;
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d)	 Tulisan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan huruf 
kapital melingkar ke bawah diapit dua garis lingkaran 
bagian atas;

e)	 Tulisan tingkat kepengurusan dengan huruf kapital 
melingkar ke atas diapit dua garis lingkaran bagian bawah;

f)	 Disain  Cap/Stempel  sebagaimana  contoh dalam lampiran 
4.:

6)	 Amplop Surat
Bentuk amplop surat organisasi Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia memiliki ketentuan sebagai berikut:
a)	 Berwarna putih dengan ukuran standard;
b)	 Mencantumkan Logo Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di 

ujung kiri atas;
c)	 Mencantumkan nama  dan   penerbit   surat   sesuai   tingkat   

kepengurusan   Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di 
bagian atas surat;

d)	 Mencantumkan alamat penerbit surat sesuai tingkat 
kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di bawah 
nama dan penerbit surat sesuai tingkat kepengurusan Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia;

e)	 Bentuk amplop surat sebagaimana contoh dalam Lampiran 5.

g.	 Tata Kelola Arsip
1)	 Buku Agenda
	 Untuk memudahkan sistem pengelolaan administrasi dan 

kesekretariatan, yaitu pengelolaan surat menyurat, surat masuk 
maupun keluar, pengarsipan dan dokumentasi maka  digunakan  
pengagendaan  surat  menyurat.  Format  Pengagendaan  
disesuaikan dengan kebutuhan kesekretariatan.
a)	 Surat masuk
	 Unsur-unsur yang terpenting untuk dicatat dalam surat 

masuk (buku agenda surat masuk) adalah sebagai berikut:
          	    	         

Tgl 
Terima

No. 
Surat

Tgl 
Surat

Asal 
Surat

Isi 
Surat

No. Kode 
Arsip

Keterangan
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b)	 Surat Keluar
(1) Surat Keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut:

(a)	Konsep surat harus terlebih dahulu dikonfirmasikan 
kepada pimpinan yang bersangkutan agar tidak 
terjadi kekeliruan atau perbedaan-perbedaan antara 
muatan, isi dan redaksi surat tersebut;

(b)	Konsep  surat  yang  telah  mendapat  konfirmasi  
dan  persetujuan,  baru kemudian diberi nomor 
verbal.

(2) Buku agenda untuk surat keluar memuat antara lain:
 

No. Tgl 
Surat

No. 
Surat

Tujuan
Surat

Isi 
Surat

No. Kode 
Arsip

Keterangan

c)	 Surat Keputusan
	     Buku agenda surat keputusan  memuat antara lain :

No. Tgl Surat No. 
Surat

Perihal 
Surat

Isi 
Surat

No. 
Kode 
Arsip

Keterangan

d)	 Buku Ekspedisi
    Buku ekspedisi memuat antara lain :

Tgl
Pengiriman

Tujuan 
Surat

Tgl./Nomor
Surat

Lampiran Keterangan

e)	 Lembar Disposisi
	 Setiap  surat  masuk  diterima  oleh  Tata  Usaha  dan  diteruskan  

kepada  Ketua Pengurus Daerah/Ketua Pengurus Cabang/
Ketua Pengurus Ranting Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia disertai Lembar Disposisi untuk menindaklanjuti 
surat tersebut.

f)	 Contoh lembar disposisi   sebagaimana tersebut pada lampiran 
6.
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2)	 Administrasi Kearsipan
a.	 Arsip adalah kumpulan warkat/surat-surat yang disimpan 

secara sistimatis karena mempunyai  suatu  kemanfaatan,  
apabila  dibutuhkan  dapat  secara  cepat  ditemukan kembali. 
Pengarsipan yang baik akan sangat berguna, terutama 
membantu kelancaran dan ketertiban organisasi serta dapat 
digunakan sebagai pengembangan pengetahuan umumnya.

b.	 Surat-surat organisasi harus disimpan di sekretariat/kantor 
dan dilarang dibawa atau disimpan di luar kota.

c.	 Masa penyimpanan arsip dan dokumen, terutama surat-
surat selama-lamanya adalah 10 (sepuluh) tahun, dan setelah 
itu dapat dimusnahkan.

3)	 Kode Map/Arsip
Kode map/arsip Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disesuaikan 
dengan Kode Nomor Jenis Surat dengan pengaturan sebagai 
berikut:
a)	 Kode Map/Arsip Surat Masuk

1).   Surat Masuk Internal	 = SM Int
2).   Surat Masuk Eksternal	 = SM Eks

b). Kode  Map/Arsip  Surat  Keluar  disesuaikan  dengan  
Kode  Nomor  Jenis  Surat sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 9 butir c:
(1).	Surat Keputusan =  Skep
(2).	Surat Instruksi	 =  Sins
(3).	Surat Mandat	 =  SM
(4).	Surat Tugas =  ST
(5).	Surat Kuasa =  Sku
(6).	Surat Keterangan =  Sket
(7).	Surat Edaran =  SE
(8).	Surat Pernyataan =  SP
(9).	Peraturan Organisasi =  PO
(10). Memo  =  memo
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h.	 Inventrisasi, Dokumentasi dan Perpustakaan.
1)	 Inventarisasi Organisasi

Inventarisasi adalah kegiatan yang ditujukan    untuk menjaga, 
merawat dan mendokumentasikan seluruh asset yang dimiliki 
oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia melalui petugas 
kesekretariatan yang dipercayakan untuk itu. 

2)	 Tujuan Inventarisasi
Tujuan dibuatnya daftar inventarisasi adalah :
a)	 Mencatat segala kekayaan yang dimiliki oleh Ikatan 

Persaudaraan Haji Indonesia;
b) 	Menghindari adanya pemborosan;
c) 	 Sebagai alat control Inventarisasi (mengetahui kerusakan, 

perubahan, penggantian dan menambah jika terjadi 
kekurangan)

3) 	Dokumentasi
a)	 Dokumentasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah 

segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, 
pengumpulan, penyimpanan dan pengawetan dokumen- 
dokumen  organisasi.  Dokumentasi  tersebut  merupakan  
suatu  tanda  bukti  yang  sah menurut hukum dan peristiwa-
peristiwa atau suatu kejadian dan kemudian disimpan dan 
selanjutnya menjadi dokumen organisasi.

b)	 Bentuk-bentuk dokumen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
antara lain :
(1)	Gambar-gambar dan photo-photo;
(2)	Rekaman audio-visual;
(3)	Tulisan-tulisan dan surat–surat penting;
(4)	Benda-benda berharga dan bernilai;
(5)	Foto Copy atau surat salinan;
(6)	Risalah-risalah Rapat;
(7)	Keputusan-keputusan Muktamar;
(8)	Keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional;
(9)	Akta Notaris;
(10)	Surat Kabar, majalah dan lain sebagainya.

c)	 Dokumentasi yang dipakai   untuk   menyusun   laporan   
tahunan/akhir   Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
dan sebagai bukti yang sah serta sangat penting untuk 
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menyusun sejarah perjuangan Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia. Pemeliharaan dan penyimpanan dokumen 
seperti hal lainnya barang-barang inventaris dan arsip perlu 
disusun dengan rapih dan teratur dalam map-map/rak-rak 
dan tempat-tempat tertentu dengan pengelompokan sesuai 
dengan kebutuhan.

4)	 Perpustakaan
a)	 Perpustakaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan 

fasilitas yang disediakan untuk meningkatkan pengetahuan  
dan wawasan pengurus dan anggota tentang berbagai hal 
yang dapat meningkatkan kinerja Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia maupun kerja personal. 

b)	 Perpustakaan yang ideal bagi Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia adalah menyediakan buku-buku yang diperlukan 
bagi anggotanya, minimal buku-buku yang disediakan 
memuat materi tentang   seputar masalah haji, keislaman, 
keumatan, dan pembangunan nasional.

c)	 Dalam Upaya menertibkan dan mengembangkan 
perpustakaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, maka 
perlu diatur dalam administrasi perpustakaan dan diserahkan 
pengelolaanya kepada pengurus yang bertanggung jawab 
dan memahami seluk beluk perpustakaan.

d)	 Dalam jangka panjang perpustakaan ini merupakan cikal 
bakal pembentukan Pusat Data dan Informasi Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia, serta Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
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BAGIAN TUJUH

KODE ETIK DAN TATA TERTIB BERMEDIA SOSIAL 
PENGURUS DAERAH, CABANG DAN RANTING 

PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 
SE KABUPATEN SLEMAN

Kode etik dan tata tertib bermedia sosial bagi Pengurus IPHI menjadi 
acuan dasar sikap dan perilaku untuk menjaga keluruhan martabat, citra, 
dan kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, serta membangun 
kebersamaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 
organisasi. 

A.	 Kode Etik Pengurus IPHI.
Kode Etik Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tertuang dalam 

Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor  II 
Tahun 2016 Tentang Kode Etik Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia  
sebagai berikut :
1.	 Ketentuan Umum

a.	 Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang 
merupakan landasan etik dan pedoman perilaku dalam tindakan 
maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau 
tidak patut dilakukan oleh Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia;

b.	 Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah Pengurus 
Pusat di tingkat Nasional, Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi, 
Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang di 
tingkat Kecamatan, Pengurus Ranting di tingkat Kelurahan/Desa, 
dan Pengurus Perwakilan di Luar Negeri, termasuk Pengurus 
Badan Pelaksa;
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c.	 Badan  Kehormatan adalah  Badan  Kehormatan  Ikatan 
Persaudaraan  Haji  Indonesia  yang dibentuk oleh Pengurus Pusat 
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai alat kelengkapan 
organisasi yang berkedudukan di tingkat Nasional;

d.	 Pedoman  Kerja  adalah  Pedoman  Kerja  Badan  Kehormatan  
Ikatan  Persaudaraan  Haji Indonesia  yang menjadi  acuan dalam 
pembuatan rekomendasi untuk memberikan sanksi organisasi 
kepada setiap pelanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta 
seluruh ketentuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

2.	 Kepribadian. 
a.	 Pengurus  Ikatan  Persaudaraan  Haji  Indonesia  wajib  bertaqwa  

kepada  Allah  Subhanahu  Wa Ta’ala; mengamalkan ajaran syariat 
Islam secara kafah; melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, 
serta  peraturan  perundangan-undangan  dan  segala  keputusan  
organisasi;    berakhlak  mulia, dengan senantiasa mengajak dan 
berbuat kebajikan; serta selalu berupaya meningkatkan kualitas 
ibadah, kualitas diri, dan kualitas kerja, serta kompetensi, kinerja, 
dan kontribusinya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara.

b.	 Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia secara personal 
diwajibkan untuk : 
1) Membangun rasa saling percaya, ukhuwah, ta’awun, persatuan 

dan kesatuan sebagai sesama keluarga besar Ikatan Persaudaraan 
Haji Indonesia;

2)	 Mengembangkan   semangat   saling   menghormati   dan   
menghargai   keanekaragaman pandangan, pendapat dan 
keyakinan di antara Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia;

3) Bertingkah  laku  dan  bertutur  kata  yang  sopan  dan  santun,  
serta  berpenampilan  teduh simpatik, dan bersahaja;

4) 	Bersikap terbuka, jujur, adil, dan siap berkorban, serta saling 
membantu dalam situasi sesulit apapun di dalam atau di luar 
lingkungan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

5) Tidak menggunakan simbol-simbol organisasi pada waktu dan 
tempat yang kurang tepat serta dapat menimbulkan kerugian 
bagi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
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6) Tunduk, patuh, dan melaksanakan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, 
Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia.

3.	 Hubungan Antar Pengurus
Dalam hubungan antar pengurus secara fungsional, Pengurus 

diwajibkan untuk:
a.	 Membangun etos kerja yang produktif dan kreatif, serta 

mengembangkan kerjasama yang sinergis dalam melaksanakan 
tugas organisasi sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing- 
masing;

b.	 Menciptakan iklim kerja yang kondusif, serta saling membantu 
dan mendukung dalam setiap pelaksanaan program dan 
kebijakan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

c.	 Mengembangkan semangat saling berbagi akses informasi, 
pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan untuk mendukung 
keberhasilan peran dan tugas masing-masing;

d.	 Membudayakan kompetisi sehat yang didasarkan pada 
prestasi dan kompetensi dalam kehidupan organisasi Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia;

e.	 Merasa terhormat apabila mendapatkan penugasan dari Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia dalam posisi dan kesempatan 
apapun, serta ditempatkan dimana pun untuk kepentingan 
umat dan bangsa Indonesia.

f.	 Bertanggungjawab dan fokus terhadap pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing yang diamanahkan oleh 
organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

4. Pernyataan Sikap Organisasi
a.	 Pengurus  Ikatan  Persaudaraan  Haji  Indonesia  dilarang  membuat  

pernyataan  sikap  yang merugikan dan bertentangan dengan sikap 
organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

b.	 Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang membuat 
pernyataan sikap di luar sikap resmi Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia dianggap sebagai pernyataan pribadi dan menjadi 
tanggungjawab yang bersangkutan.
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5. Penyelenggaraan Rapat
a.	 Pengurus diwajibkan menghadiri setiap rapat organisasi Ikatan 

Persaudaraan Haji Indonesia sesuai waktu dan tempat yang 
ditetapkan dalam undangan;

b.	 Ketidakhadiran rapat tanpa pemberitahuan sebanyak tiga kali 
berturut-turut merupakan suatu pelanggaran kode etik;

c.	 Selama rapat berlangsung setiap peserta rapat bersikap sopan 
santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan memenuhi 
ketentuan rapat;

d.	 Peserta  rapat  wajib  mendengarkan  peserta  lain  yang  sedang  
berbicara  dan  tidak  boleh memotong pembicaraan sebelum yang 
bersangkutan selesai berbicara, kecuali atas izin Pimpinan Rapat;

e.	 Pimpinan rapat wajib menegur peserta yang berbicara di luar 
konteks atau menyimpang dari topik pembicaraan atau melampaui 
waktu yang disediakan;

f.	 Pimpinan  rapat  dapat  memerintahkan  peserta  rapat  yang  tidak  
mengindahkan  teguran dikeluarkan dari ruang rapat;

g.	 Pimpinan rapat wajib membuat Risalah Rapat dan memberikan 
salinannya kepada peserta rapat yang hadir dan tidak hadir segera 
seusai rapat dinyatakan ditutup secara resmi.

Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia wajib menaati dan 
menjunjung tinggi serta bertanggungjawab terhadap Hasil 
Keputusan Rapat yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan 
rapat, dan diputuskan secara demokratis.

6. Keaktifan Pengurus
a.	 Pengurus diwajibkan aktif melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sesuai dengan jabatan dan bidang kewenangan yang telah 
ditetapkan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

b.	 Ketidakaktifan Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 
merupakan suatu pelanggaran kode etik.

7. Gratifikasi dan Penyalahgunaan Jabatan
a.	 Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dilarang menerima 

imbalan, hadiah, pemberian atau  bingkisan  dari  pihak  lain  yang  
bermaksud  atau  patut  diduga  dapat  merusak  citra, wibawa, 
serta kehormatan haji dan organisasi;
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b.	 Pengurus  Ikatan  Persaudaraan  Haji  Indonesia  dilarang  
menggunakan  jabatannya  untuk kepentingan diri pribadi, 
keluarga, dan atau pihak lain.

8. 	 Kerahasiaan Organisasi
Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia wajib menjaga rahasia 
organisasi yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat dan 
dokumen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dinyatakan 
sebagai rahasia hingga masalah tersebut dinyatakan resmi terbuka 
untuk publik.

9. 	 Sanksi Organisasi
Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang melakukan 
pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi yang akan direkomendasikan 
oleh Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sesuai 
dengan Pedoman Kerja Badan Kehormatan untuk diputuskan oleh 
Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

B.	 Tata Tertib Bermedia Sosial
Tata tertib bermedia sosial bagi Pengurus IPHI  merupakan 

kesepakatan bersama Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman pada 
tanggal 28 November 2020 melalui grup WhatsApp (WA) Pengurus , 
sehari setelah pelantikan tanggal 27 November 2020 di Gedung Parasamya 
Kabupaten Sleman. Tata tertib tersebut terdiri 9 (sembilan) butir  dan 
dapat digunakan sebagai pedoman bermedia sosial bagi Pengurus IPHI 
Daerah, Cabang dan Ranting. Isi tata tertib adalah sebagai berikut :

TATA TERTIB BERMEDIA SOSIAL PENGURUS IPHI
KABUPATEN SLEMAN

1.	 Grup ini beranggotakan seluruh Pengurus IPHI Kabupaten Sleman 
masa bakti Tahun 2020-2025.

2.	 Saling merespon ketika terdapat anggota yang menyapa dan 
menanyakan untuk meminta penjelasan.

3.	 Memberikan informasi, usulan dan pendapat untuk perkembangan 
IPHI.

4.	 Setiap postingan menggunakan bahasa yang baik, santun dan sopan.
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5.	 Dilarang memposting tulisan, gambar, video yang berkaitan dengan 
politik, provokasi untuk memecah belah anggota dan umat, promosi 
diluar kepentingan IPHI.

6.	 Hindari postingan yang mengandung rafats (perkataan yang tidak 
senonoh, unsur porno, sendau gurau yang berlebihan); fusyuq (ujaran 
kebencian, mencaci maki, takabur, sombong, merugikan dan menyakiti 
orang lain; jidal (berbantahan, debat kusir, emosional).

7.	 Saling mengingatkan untuk kebaikan dan kesabaran sesama anggota.
8.	 Mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan anggota.
9.	 Moderat dalam berpendapat dan memberikan solusi yang terbaik.

Demikian Tata Tertib ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh 
para Pengurus IPHI dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari 
pihak manapun.

                                                  Sleman, 28 November 2020
                                                  PENGURUS DAERAH IPHI 
                                                  KAB.SLEMAN.



123

Merajut Ukhuwah, Menjaga dan Melestarikan Kemabruran Haji bersama IPHI Sleman

BAGIAN DELAPAN

PENUTUP

Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin atas pertolongan dan izin Allah SWT, 
buku “Merajut Ukhuwah,  Menjaga dan Melestarikan Kemabruran Haji 
bersama IPHI Sleman” dapat diterbitkan. Buku ini bagian dari upaya untuk 
menyediakan panduan dan rujukan bagi Pengurus IPHI di Kabupaten 
Sleman baik Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting guna mengingatkan 
kembali akan tugas dan wewenangnya atas amanah yang diberikan sebagai 
pengurus dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan program-program IPHI 
di tengah-tengah masyarakat. 

Keberadaan buku ini sangat penting diupayakan untuk menjadi bahan 
bacaan yang dapat menginspirasi para Pengurus IPHI agar memperoleh 
gambaran tentang bagaimana mengelola organisasi IPHI terutama bagi 
yang baru masuk menjadi Pengurus IPHI, sehingga menjadi terarah dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai yang digariskan dalam 
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IPHI. Bagi para  jemaah  haji diharapkan 
untuk  menjadi  anggota  dan  berperan  aktif  dalam organisasi  IPHI sebagai  
wadah  persaudaraan  dan  pengabdian haji  mabrur  Indonesia. Demikian 
pula, bagi masyarakat luas diharapkan dapat memahami kiprah pengabdian 
IPHI, yang pada akhirnya termotivasi dan terpanggil untuk segera 
menunaikan ibadah haji dan bergabung menjadi keluarga besar IPHI.

Semoga dengan membaca buku ini akan semakin memperkuat semangat 
kebersamaan dan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai organisasi 
IPHI khususnya di Kabupaten Sleman, serta bermanfaat dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan terhadap anggota IPHI dan umat Islam. Aamiin.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.
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2. Peraturan Tentang Disiplin Organisasi
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3.	 Peraturan Tentang Tata Cara Pembekuan, Penggantian dan Penetapan 
Pengurus IPHI.
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4.	 Peraturan Tentang Pedoman Operasional Majelis Taklim Perempuan 
IPHI.
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5.	 Badan Hukum IPHI
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6.	 Akta Pendirian IPHI.
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7.	 SK Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman 2020-2025
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8.	 Nama dan Alamat Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman 2020-2025
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9.	 SK Pengurus Daerah MTP Kabupaten Sleman 2020-2025.
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10.	Nama dan Alamat Pengurus Daerah MTP IPHI Kabupaten Sleman 2020-
2025.
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11.	 Ikrar Pengurus IPHI

IKRAR PENGURUS DAERAH/CABANG/RANTING*)
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 
KABUPATEN/KAPANAWENO/KELURAHAN*)

..................................................

 

DEMI ALLAH SAYA MENYATAKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH :
BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SEBAGAI 
PENGURUS DAERAH/CABANG/RANTING *) IKATAN PERSAUDARAAN 
HAJI INDONESIA KABUPATEN/KECAMATAN/KAPANEWON/DESA/
KELURAHAN................. .............MASA BAKTI ...................., DENGAN 
MEMATUHI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, 
SEGALA PERATURAN DAN KEPUTUSAN ORGANISASI DENGAN SEBAIK-
BAIKNYA DAN SELURUS-LURUSNYA;

1.	 BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN DENGAN 
MENJALANKAN AMANAH DAN PROGRAM ORGANISASI IKATAN 
PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA DEMI KEMAJUAN DAN 
KEBESARAN ORGANISASI, UNTUK MENCAPAI KEBAJIKAN DAN 
KEMASLAHATAN UMAT DAN BANGSA.

2.	 BAHWA SAYA, AKAN BERUSAHA MEWUJUDKAN ORGANISASI 
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA SEBAGAI SARANA 
PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN HAJI MABRUR, YANG 
DIAMALKAN SEPANJANG HAYAT.

3.	 BAHWA SAYA, AKAN BERUSAHA MENINGKATKAN KUALITAS 
KESALEHAN PRIBADI DAN KESALEHAN SOSIAL, MELALUI 
ORGANISASI IPHI MENUJU RIDLO ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA.
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4.	 BAHWA SAYA, AKAN BEKERJA SEOPTIMAL MUNGKIN, 
BERKONTRIBUSI DAN BERKHITMAD PADA ORGANISASI IPHI, UMAT 
ISLAM DAN BANGSA INDONESIA.

SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA MERIDLOI SETIAP LANGKAH 
DAN PENGABDIAN KITA. AAMIIN.
	 ..............., .....................M,...................... H.

*) Coret yang tidak diperlukan.	 	
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12. Naskah Pelantikan Pengurus IPHI

NASKAH PELANTIKAN / PENGUKUHAN
PENGURUS DAERAH/CABANG/RANTING IKATAN PERSAUDARAAN 

HAJI INDONESIA 
KABUPATEN/KAPANEWON/KELURAHAN*) ....................... 

MASA BAKTI  ...................................

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADLIRAT ALLAH SWT, 
SAYA  KETUA PENGURUS DAERAH/CABANG*) IKATAN PERSAUDARAAN 
HAJI INDONESIA KABUPATEN/KAPANEWON*) ....................................., 
DENGAN INI MELANTIK DAN MENGUKUHKAN SAUDARA-SAUDARA 
SEBAGAI PENGURUS CABANG/RANTING IKATAN PERSAUDARAAN HAJI 
INDONESIA KAPANEWON/KELURAHAN*) ...................................MASA BAKTI 
...........................
SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MAMPU 
MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGABDIAN UNTUK ORGANISASI 
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA DENGAN SEBAIK-BAINYA 
DEMI KEMASLAHATAN UMAT ISLAM DAN BANGSA INDONESIA.

SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA MELIMPAHKAN TAUFIK DAN 
HIDAYAHNYA KEPADA KITA, AAMIIN. 
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..........................., ...........................M / ............................. H
KETUA PENGURUS DAERAH/CABANG*)  IKATAN PERSAUDARAAN HAJI 

INDONESIA KABUPATEN/KAPANEWON.....................

KETUA PD.IPHI/PC.IPHI*)...................

(....................................)

*) Coret yang tidak diperlukan
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13. Mars dan Hymne IPHI
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